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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Manajemen Mutu 

Manajemen mutu dapat dianggap memiliki tiga komponen utama: pengendalian 

mutu, jaminan mutu dan perbaikan mutu. Manajemen mutu berfokus tidak hanya pada 

mutu produk, namun juga cara untuk mencapainya. Manajemen mutu menggunakan 

jaminan mutu dan pengendalian terhadap proses dan produk untuk mencapai mutu secara 

lebih konsisten.1 

Untuk mengukur mutu memang sukar adanya. Ibaratnya, mutu itu laiknya teka-teki 

yang sangat sukar untuk dipecahkan. Lagi-lagi mutu dianggap sebagai sesuatu yang 

membingungkan dan sulit karena perspektif seseorang dengan seseorang yang lainnya 

tentang mutu ini berbeda-beda.  

Tapi yang jelas mutu merupakan suatu hal yang membedakan antara yang baik dan 

yang sebaliknya.2 Berdasarkan hal itu, maka mutu dalam pendidikan akhirnya juga 

merupakan hal yang membedakan antara kesuksesan dan kegagalan. Sehingga, mutu 

dalam hal ini jelas merupakan tanda akan perkembangan sebuah institusi pendidikan, 

dan tanda status di tengah-tengah masyarakat setelah bersaing dengan institusi-institusi 

lainnya.  

Terkait dengan mutu ini, maka pelaku-pelaku dunia pendidikan harus menyadari 

tentang mutu itu sendiri dan menyampaikannya pada pelajar dan anak didik. Di dalam 

institusi pendidikan sendiri sebenarnya banyak sumber-sumber mutu itu, misalnya 

sarana gedung yang bagus, guru yang terkemuka, nilai moral yang tinggi, hasil ujian yang 

memuaskan, spesialisasi atau kejuruan, dorongan orang tua, bisnis dan komunitas lokal, 

sumberdaya yang melimpah, aplikasi teknologi mutakhir, kepemimpinan yang baik dan 

                                                           
1 https://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen_mutu 
2 Edward Sallis, Total Quality Management in Education (Manajemen Mutu Pendidikan), (Jogjakarta: IRCiSoD, 

2010), 30. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pengendalian_mutu
https://id.wikipedia.org/wiki/Pengendalian_mutu
https://id.wikipedia.org/wiki/Pengendalian_mutu
https://id.wikipedia.org/wiki/Pengendalian_mutu
https://id.wikipedia.org/wiki/Pengendalian_mutu
https://id.wikipedia.org/wiki/Pengendalian_mutu
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Jaminan_mutu&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Jaminan_mutu&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Jaminan_mutu&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen_mutu
https://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen_mutu
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efektif, perhatian terhadap pelajar dan anak didik, kurikulum yang memadai, atau juga 

kombinasi dari faktor-faktor tersebut.3 

Organisasi-organisasi yang menganggap serius pencapaian mutu, memahami bahwa 

sebagian besar rahasia mutu berakar dari mendengar dan merespon secara simpatik 

terhadap kebutuhan dan keinginan para pelanggan dan klien.4 Oleh karena itu, mutu 

(quality) dalam literatur lain didefinisikan sebagai keinginan pelanggan yang mungkin 

selama ini paling kurang dikelola.5 Demikianlah, mutu secara nyata berakar dari klien 

atau konsumen, kemudian ditampung dan dikelola dengan baik, sampai akhirnya 

diharapkan memberikan kepuasan bagi klien itu sendiri. Begitu pula dengan pendidikan, 

apa yang diinginkan oleh masyarakat terhadap pendidikan, ditampung dan dikelola 

dengan baik, sampai pada akhirnya diharapkan melahirkan alumni-alumni yang sesuai 

dengan ekspektasi masyarakat.  

Untuk mengelola mutu tersebut maka lagi-lagi manajemen dalam hal ini sangat 

diperlukan. Mutu yang berakar dari suara-suara dan ekspektasi masyarakat tadi perlu 

dimanaj dengan maksimal dan sungguh-sungguh, dengan harapan mampu memberikan 

apa yang memang dibutuhkan di masyarakat itu sendiri. Manajemen mutu pada 

dasarnya berusaha untuk menampung segala apa yang dari masyarakat dan 

dikembalikan lagi untuk masyarakat itu sendiri.  

Manajemen mutu mempelajari setiap area dari manajemen operasi, mulai dari 

perencanaan lini produk dan fasilitas, sampai penjadwalan dan memonitor hasil. 

Manajemen mutu merupakan bagian dari semua fungsi usaha yang lain (pemasaran, 

sumber daya manusia, keuangan, dan lain-lain). Dalam kenyataannya, penyelidikan 

mutu adalah suatu penyebab umum (common cause) yang alamiah untuk 

mempersatukan fungsi-fungsi usaha.6 

Menyusulnya persaingan global yang semakin ketat mengakibatkan para konsumen 

selalu menuntut barang dan jasa yang bermutu paling baik. Konsumen selalu meminta 

harga yang rendah, tenggang waktu pengiriman yang pendek, dan tidak ketinggalan 

terkait fleksibilitas ternyata juga diminta oleh konsumen. Pada intinya, konsumen seolah 

                                                           
3 Ibid., 30-31. 
4 Ibid., 31. 
5 Amin Widjaja Tunggal, Manajemen Mutu Terpadu, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 1993), 1. 
6 Ibid. 
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benar-benar menjadi raja yang sedang mencari sesuatu terbaik, jujur dan membantu.7 

Termasuk dalam hal ini juga tentang pendidikan, masyarakat yang dalam hal ini 

posisinya sebagai konsumen, juga meminta yang demikian sudah disebutkan. 

Mutu yang tinggi tentu merupakan kunci untuk kebanggaan dan produkitivitas. 

Mutu yang tinggi harus selalu mengedepankan produk dan jasa agar supaya 

memberikan kepuasan bagi pelanggan. Sebenarnya, perbaikan mutu itu sendiri lebih 

pada suatu strategi usaha dimana ia menjadi tanggung jawab pribadi.  

Berikut adalah deklarasi manifesto mutu yang menyatakan bahwa, “Mutu yang 

tinggi adalah kunci untuk kebanggaan, produktivitas dan kemampulabaan. Tujuan mutu 

harus merupakan produk dan jasa yang dapat memberikan kepuasan pelanggan. Agar 

dapat berhasil, aktivitas mutu harus didukung oleh manajemen dan berorientasi 

konsumen. Dukungan manajemen, tenaga kerja dan pemerintah untuk perbaikan mutu 

adalah penting untuk kompetisi yang efektif di pasar global. Pengendalian mutu adalah 

suatu usaha yang strategis yang penting sekali terhadap produk dan kepemimpinan 

proses jasa.”8 

Deklarasi di atas sebenarnya menyatakan kepercayaan inti yang merupakan 

Valueistik kesadaran mutu pada tahun 1980-an (‘kesadaran’, karena sejauh yang 

berhubungan dengan mutu, masyarakat-termasuk industri, pemerintah, dan pendidikan 

tampaknya telah tidur bertahun-tahun). Beberapa butir penting deklarasi adalah sebagai 

berikut:9 

1. Mutu yang tinggi adalah kunci untuk kebanggaan, produktivitas dan 

kemampulabaan. Dengan menekankan pada mutu pertama-tama, yang lain secara 

logis akan mengikuti.  

2. Aktivitas mutu yang berhasil memerlukan kepemimpinan manajerial, tidak hanya 

pernyataan komitmen.  

3. Suatu orientasi konsumen dan pelanggan adalah yang utama, dan kepuasan 

pelanggan adalah tujuan mutu. 

4. Manajemen, tenaga kerja, dan pemerintah harus semuanya mendukung perbaikan 

mutu, apabila suatu bangsa berharap menjadi suatu kompetitor dunia yang efektif.  

                                                           
7 Ibid., 2. 
8 Ibid. 
9 Ibid. 
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5. Pengendalian mutu (quality control) mempunyai kepentingan strategis dalam 

mencapai kepemimpinan produk dan jasa.  

6. Perbaikan mutu adalah suatu tanggung jawab pribadi dan merupakan suatu usaha 

yang terus menerus harus dijalankan dengan tujuan yang dapat diukur. 

Ada beberapa pemikir yang berkonsentrasi terhadap komitmen mutu ini, beberapa 

pemimpin pelopor pergerakan mutu yang mendapat perhatian antara lain adalah: W. 

Edwards Deming, Joseph M. Juran, Armand V. Feigenbaum, Philip B. Crosby, Kaoru 

Ishikawa Shigeo Shingo, Taichi Ohno. Khususnya, pemikiran individu-individu ini tidak 

terbatas pada manajemen mutu sendiri. Mereka semua membicarakan integrasi secara 

menyeluruh dari tujuan, keperluan untuk kepandaian yang beraneka ragam/kepandaian 

dalam banyak hal untuk pekerjaan (work life variety and versability), dan perhatian yang 

tinggi atas unsur manusia.10 

Integrasi secara menyeluruh ini terangkum dalam TQM (Total Quality 

Management), yang dapat didefinisikan sebagai mengelola organisasi secara 

menyeluruh agar organisasi memperoleh keunggulan pada semua dimensi dari produk 

dan jasa, yang penting bagi pelanggan. Terkait definisi tersebut dapat dikatakan bahwa 

mutu mencakup keseluruhan organisasi, dan pada akhirnya mutu itu sendiri ditentukan 

oleh pelanggan.11 

TQM ini mempunyai unsur-unsur penting di dalamnya, yang antara lain adalah 

unsur-unsur filosofis, alat-alat generik, dan alat-alat departemen pengendalian mutu. 

Berikut rinciannya: 

1. Unsur-unsur filosofis 

a. Standar mutu yang memperhatikan pelanggan 

b. Hubungan pemasok-pelanggan 

c. Orientasi pencegahan 

d. Mutu pada setiap sumber (quality at the source) 

e. Perbaikan yang berkesinambungan (continuous improvement) 

2. Alat-alat generik 

a. Alat-alat SPC (statistical process control) 

1) Bagan arus proses (process flow chart) 

                                                           
10 Ibid., 9. 
11 Ibid. 



26 

 

 

 

2) Lembaran pengecekan (check sheets) 

3) Analisis pareto dan histogram (pareto analysis dan histogram) 

4) Diagram sebab-akibat/tulang ikan (cause and effects/fishbone diagrams) 

5) Bagan lari (run chart) 

6) Diagram scatter (scatter diagram) 

7) Bagan pengendalian (control charts) 

b. Quality function deployment 

3. Alat-alat departemen pengendalian mutu 

a. Metode SQC (statistical quality control) 

1) Rencana uji petik (sampling plans) 

2) Kemampuan proses (process capability) 

3) Metode taguchi (taguchi methods) 

Dari sekian unsur tersebut, unsur-unsur filosofis mempunyai peranan penting, 

sedangkan yang lainnya merupakan penguat agar supaya kualitas mutu tersebut bisa 

terus dipantau dan terus-menerus dalam kontrol. Standar mutu harus terus dinamis, 

dengan secara kontinu memperhatikan kebutuhan pelanggan. Bagaimana caranya untuk 

mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan pelanggan adalah dengan cara 

membangun hubungan baik dengan pelanggan. Jika hal demikian dilakukan dengan baik, 

secara otomatis juga akan memberikan informasi tentang apa-apa yang perlu diperbaiki, 

apa-apa yang perlu dicegah, dan apa-apa yang perlu dikembangkan.  

Beginilah maksud dari mengelola secara menyeluruh. Memulai dari mutu yang 

kemudian ditelaah sedemikian rupa yang bertitik tolak pada kebutuhan masyarakat 

(konsumen), kemudian memperbaiki suberdayanya dan segala macam perangkat yang 

mendukungnya, setelah itu semua dilakukan kontrol secara berkesinambungan dan 

eksekusi perbaikan secara kontinu pula.  

Demikia juga dengan mutu pendidikan, apa kiranya yang menjadi kebutuhan 

masyarakat, dikelola dengan menyeluruh (memperhatikan standar mutu yang 

diinginkan oleh masyarakat), dan dikembangkan secara menyeluruh pula, kemudian 

dilakukan kontrol secara ketat yang dilanjutkan dengan eksekusi perbaikan yang juga 

berkesinambungan.  
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1. Pengertian Manajemen Strategik 

Ada banyak definisi mengenai manajemen strategik diantaranya apa yang 

dinyatakan oleh Barney. Manajemen strategik dapat dipahami sebagai proses pemilihan 

dan penerapan strategi-strategi. Sedangkan strategi adalah pola alokasi sumber daya yang 

memungkinkan organisasi-organisasi dapat mempertahankan kinerjanya.12 

Strategi juga dapat diartikan sebagai keseluruhan rencana mengenai penggunaan 

sumber daya-sumber daya untuk menciptakan suatu posisi menguntungkan13. Dengan kata 

lain, manajamen strategis terlibat dengan pengembangan dan implementasi strategi-

strategi dalam kerangka pengembangan keunggulan bersaing. 

Arnoldo C Hax & Nicholas  S Majluk dalam bukunya “strategic management” 

mendefinisikan sebagai cara menuntun perusahaan pada sasaran utama pengembangan 

nilai korporasi, kapabilitas, manajerial, tanggung jawab organisasi, administrasi yang 

menghubungkan pengambilan keputusan strategik dan operasional pada seluruh tingkat 

hirarki, dan melewati seluruh lini bisnis dan fungsi otoritas perusahaan.14 

Dengan demikian dari definisi di atas dapat diketahui fokus manajemen strategis 

terletak dalam memadukan manajemen, pemasaran, keuangan/akunting, produksi/operasi, 

penelitian dan pengembangan, serta system informasi komputer untuk mencapai 

keberhasilan organisasi. Manajemen strategis di katakan efektif apabila memberi tahu 

seluruh karyawan mengenai sasaran bisnis, arah bisnis, kemajuan kearah pencapaian 

sasaran dan pelanggan, pesaing dan rencana produk kami. Komunikasi merupakan kunci 

keberhasilan manajemen strategis. 

Dari definisi tersebut terdapat dua hal penting yang dapat disimpulkan, yaitu: 

                                                           
12 (Barney, 2007:27) 
13 (Grant, 2008:10) 
14 (Jemsley Hutabarat dan Artani Husein:2006:8) 
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1) Manajemen Strategik terdiri atas tiga proses: pertama, proses pembuatan strategi. 

Proses pembuatan strategi meliputi pengembnagan misi dan tujuan jangka 

panjang, mengidentifiksikan peluang dan ancaman dari luar serta kekuatan dan 

kelemahan organisasi, pengembangan alternatif-alternatif strategi dan penentuan 

strategi yang sesuai untuk diadopsi. Kedua, penerapan strategi. Penerapan strategi  

meliputi penentuan sasaran-sasaran operasional tahunan, kebijakan organisasi, 

memotivasi anggota dan mengalokasikan sumber-sumber daya agar strategi yang 

telah ditetapkan dapat diimplementasikan. Ketiga, evaluasi atau kontrol strategi. 

Evaluasi/Kontrol strategi, mencakup usaha-usaha untuk memonitor seluruh hasil-

hasil dari pembuatan dan penerapan strategi, termasuk mengukur kinerja individu 

dan organisasi serta mengambil langkah-langkah perbaikan jika diperlukan. 

2) Manajemen Strategik memfokuskan pada penyatuan/ penggabungan aspek-aspek 

pemasaran, riset dan pengembangan, keuangan/ akuntansi, operasional/ produksi 

dari sebuah organisasi. 

2. Manfaat Manajemen Strategi 

Dengan menggunakan manajemen strategik sebagai suatu kerangka kerja (frame 

work) untuk menyelesaikan setiap masalah strategis di dalam organisasi terutama 

berkaitan dengan persaingan, maka peran manajer diajak untuk berpikir lebih kreatif atau 

berpikir secara strategik. 

Pemecahan masalah dengan menghasilkan dan Mempertimbangkan lebih banyak 

alternatif yang dibangun dari suatu analisa yang lebih teliti akan lebih menjanjikan suatu 

hasil yang menguntungkan.. Ada bebarapa manfaat yang diperoleh organisasi jika mereka 

menerapkan manajemen strategik, yaitu: 

a) Memberikan arah jangka panjang yang akan dituju. 

b) Membantu organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi. 
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c) Membuat suatu organisasi menjadi lebih efektif 

d) Mengidentifikasikan keunggulan komparatif suatu organisasi dalam lingkungan 

yang semakin beresiko. 

e) Aktifitas pembuatan strategi akan mempertinggi kemampuan perusahaan untuk 

mencegah munculnya masalah di masa datang. 

f) Keterlibatan anggota organisasi dalam pembuatan strategi akan lebih memotivasi 

mereka pada tahap pelaksanaannya. 

g) Aktifitas yang tumpang tindih akan dikurang 

2. Langkah dalam pengembangan organisasi 

Langkah Pertama manajemen perlu secara detail mengindentifikasi aktifitas yang 

perlu dikerjakan baik langsung maupun tidak langsung sejak disusunnya proposal 

kegiatan/ Term Of Refference (TOR), pengujian dan penilaian, proses perencana-an 

program dan kegiatan, implementasi, pengendalian dan pe-ngawasan. 

Langkah Kedua yang perlu dilakukan untuk menganalisis profil/postur organisasi 

adalah mencari keterkaitan dari berbagai aktifitas rantai kegiatan tersebut, baik antar 

aktifitas pokok (fungsi utama) dan aktifitas penunjang (fungsi pelayanan). 

Langkah Ketiga yaitu mencoba mencari sinergi potensial yang mungkin dapat 

ditemukan diantara output yang dihasilkan oleh setiap aktifitas yang dimiliki oleh 

organisasi. 

3. Tahap-tahap dalam Manajemen Strategis 

Manajemen strategi merupakan sebuah proses yang terdiri dari tiga kegiatan antara 

lain perumusan strategi, implementasi strategi dan evaluasi strategi. Perumusan strategi 

terdiri dari kegiatan-kegiatan mengembangkan misi bisnis, mengenali peluang dan 

ancaman eksternal perusahaan, menetapkan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan 

obyektif jangka panjang, menghasilkan strategi alternatif dan memilih strategi tertentu 
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untuk dilaksanakan Isu perumusan strategi termasuk memutuskan bisnis apa yang akan 

dimasuki bisnis apa yang harus dihentikan, bagaimana mengalokasikan sumber daya, 

apakah memperluas operasi atau diversivikasi, apakah akan memasuki pasar internasional, 

apakah akan melakukan merjer atau membentuk usaha patungan, dan bagaimana 

menghindari pengambil alihan perusahaan pesaing. Keputusan perumusan strategis 

mengikat suatu organisasi pada produk,pasar, sumber daya, dan teknologi spesifik selama 

periode waktu tertentu.  

Strategi menetapkan keunggulan bersaing jangka panjang. Apapun yang akan 

terjadi, keputusan strategis mempunyai konsekuensi berbagai fungsi utama dan pengaruh 

jangka panjang pada suatu organisasi. Implementasi strategi menuntut perusahaan untuk 

menetapkan obyektif tahunan, memperlengkapi dengan kebijakan, memotivasi karyawan 

dan mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang dirumuskan dapat dilaksanakan. 

Implementasi strategi termasuk mengembangkan budaya mendukung strategi, 

menciptakan struktur oragnisasi yang efektif, mengubah arah usaha pemasaran, 

menyiapkan anggaran, mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi dan 

menghubungkan kompensasi karyawan dengan prestasi organisasi.Implementasi strategi 

sering disebut tahap tindakan manajemen strategis.Strategi implementasi berarti 

memobilisasi karyawan dan manajer untuk mengubah strategi yang dirumuskan menjadi 

tindakan.Evaluasi strategi adalah tahap akhir dalam manajemen strategis.Para manajer 

sangat perlumengetahui kapan strategi tertentu tidak berfungsi dengan baik, evaluasi 

strategi berarti usaha untuk memperoleh informasi ini. Semua strategi dapat dimodifikasi 

di masa depan karena faktor-faktor eksteral dan internal selalu berubah. Tiga macam 

aktivitas mendasar untuk mengevaluasi strategi adalah: 

a) Meninjau factor-faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi yang 

sekarang, 
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b) Mengukur prestasi, 

c) mengambil tindakan korektif. Aktivitas perumusan startegi, implementasi dan 

evaluasi terjadi di tiga tingkat hirarki dalam organisasi yang besar, korporasi, 

divisi atau unit bisnis strategis, dan fungsional. 

B. Konsep Mutu Terpadu Berbasis Value 

Ide-ide umum tentang mutu telah dipahami, sekarang kita mencoba melihat 

bagaiman ide-ide dapat bekerjasama dalam manajemen mutu terpadu dan menjelaskan 

pentingnya penerapan manajemen mutu tepadu berbasis Value pada sekolah.  

1. Definisi Mutu Terpadu 

Beberapa definisi mengenai Manajemen Mutu Terpadu (TQM) Pendidikan 

menurut para ahli yaitu: 

 Manajemen Mutu Terpadu (TQM) Pendidikan menurut Edward Sallis adalah 

sebuah filosofi tentang perbaikan secara terus menerus, yang dapat memberikan 

seperangkat alat praktis kepada setiap institusi pendidikan dalam memenuhi kebutuhan, 

keinginan, dan harapan para pelanggannya, saat ini dan untuk masa yang akan datang. 

Manajemen Mutu Terpadu menurut Fandy Tjiptono & Anastasia Diana ialah suatu 

pendekatan dalam usaha memaksimalkan daya saing melalui perbaikan terus menerus atas 

jasa, manusia, produk, dan lingkungan.15 

2. Valueistik Mutu Terpadu 

Ada sepuluh Valueisitik Mutu terpadu, yakni:  

1). Fokus Pada Pelanggan. Dalam TQM, baik pelanggan internal maupun 

pelanggan eksternal merupakan driver. Pelanggan eksternal menentukan 

kualitas produk atau jasa yang disampaikan kepada mereka, sedangkan 

                                                           
15 Fandy Tjiptono & Anastasia Diana (1995). 
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pelanggan internal berperan besar dalam menentukan kualitas manusia, 

proses, dan lingkungan yang berhubungan dengan produk atau jasa. 

2).  Obsesi Terhadap Kualitas. Dalam organisasi yang menerapkan TQM, penentu 

akhir kualitas pelanggan internal dan eksternal. Dengan kualitas yang 

ditetapkan tersebut, organisasi harus terobsesi untuk memenuhi atau melebihi 

apa yang ditentukan tersebut.  

3).  Pendekatan Ilmiah. Pendekatan ilmiah sangat diperlukan dalam penerapan 

TQM, terutama untuk mendesain pekerjaan dan dalam proses pengambilan 

keputusan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan pekerjaan yang 

didesain tersebut. Dengan demikian data diperlukan dan dipergunakan dalam 

menyusun patok duga (benchmark), memantau prestasi, dan melaksanakan 

perbaikan. 

4). Komitmen jangka Panjang. TQM merupakan paradigma baru dalam 

melaksanakan bisnis. Untuk itu dibutuhkan budaya perusahaan yang baru 

pula. Oleh karena itu komitmen jangka panjang sangat penting guna 

mengadakan perubahan budaya agar penerapan TQM dapat berjalan dengan 

sukses. 

5).  Kerja sama Team (Teamwork). Dalam organisasi yang menerapkan TQM, 

kerja sama tim, kemitraan dan hubungan dijalin dan dibina baik antar 

karyawan perusahaan maupun dengan pemasok lembaga-lembaga pemerintah, 

dan masyarakat sekitarnya. 

6).  Perbaikan Sistem Secara Berkesinambungan. Setiap poduk atau jasa dihasilkan 

dengan memanfaatkan proses-proses tertentu di dalam suatu sistem atau 

lingkungan. Oleh karena itu, sistem yang sudah ada perlu diperbaiki secara 

terus menerus agar kualitas yang dihasilkannya dapat meningkat. 
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7). Pendidikan dan Pelatihan. Dalam organisasi yang menerapkan TQM, 

pendidikan dan pelatihan merupakan faktor yang fundamental. Setiap orang 

diharapkan dan didorong untuk terus belajar, yang tidak ada akhirnya dan 

tidak mengenal batas usia. Dengan belajar, setiap orang dalam perusahaan 

dapat meningkatkan keterampilan teknis dan keahlian profesionalnya. 

8).  Kebebasan Yang Terkendali. Dalam TQM, keterlibatan dan pemberdayaan 

karyawan dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah merupakan 

unsur yang sangat penting. Hal ini dikarenakan unsur tersebut dapat 

meningkatkan "rasa memiliki" dan tanggung jawab karyawan terhadap 

keputusan yang dibuat. Selain itu unsur ini juga dapat memperkaya wawasan 

dan pandangan dalam suatu keputusan yang diambil, karena pihak yang 

terlibat lebih banyak. Meskipun demikian, kebebasan yang timbul karena 

keterlibatan tersebut merupakan hasil dari pengendalian yang terencana dan 

terlaksana dengan baik. 

9).  Kesatuan Tujuan. Agar TQM dapat diterapkan dengan baik, maka perusahaan 

harus memiliki kesatuan tujuan. Dengan demikian setiap usaha dapat 

diarahkan pada tujuan yang sama. Namun hal ini tidak berarti bahwa harus 

selalu ada persetujuan atau kesepakatan antara pihak manajemen dan 

karyawan mengenai upah dan kondisi kerja. 

10. Adanya Keterlibatan dan Pemberdayaan Karyawan. Keterlibatan dan 

pemberdayaan karyawan merupakan hal yang penting dalam penerapan TQM. 

Pemberdayaan bukan sekedar melibatkan karyawan tetapi juga melibatkan 

mereka dengan memberikan pengaruh yang sungguh berarti.16 

                                                           
16  (Goetsch dan Davis:1994) 
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3. Kendala dan Implementasi Mutu Terpadu Berbasis Value dalam Dunia 

Pendidikan 

Salah satu masalah yang sangat dominan seperti yang telah diungkap dalam 

pendahuluan adalah kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia sangat 

erat kaitannya dengan pendidikan. Untuk itu peningkatan kualitas pendidikan merupakan 

suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. 

Secara garis besar ada dua faktor utama yang menyebabkan perbaikan mutu pendidikan di 

Indonesia masih belum atau kurang berhasil yaitu:  

a. Strategi pembangunan pendidikan selama ini lebih bersifat input oriented. Strategi 

yang demikian lebih bersandar kepada asumsi bahwa bilamana semua input 

pendidikan telah dipenuhi, seperti penyediaan buku-buku (materi ajar) dan alat 

belajar lainnya, penyediaan sarana pendidikan, pelatihan guru dan tenaga 

kependidikan lainnya, maka secara otomatis lembaga pendidikan (sekolah) akan 

dapat menghasilkan output (keluaran) yang bermutu sebagai mana yang 

diharapkan. Ternyata strategi input-output yang diperkenalkan oleh teori education 

production function tidak berfungsi sepenuhnya di lembaga pendidikan (sekolah), 

melainkan hanya terjadi dalam institusi ekonomi dan industri.17 

b. Pengelolaan pendidikan selama ini lebih bersifat macro-oriented, diatur oleh 

jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya, banyak faktor yang diproyeksikan di 

tingkat makro (pusat) tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di 

tingkat mikro (sekolah). Atau dengan singkat dapat dikatakan bahwa 

komleksitasnya cakupan permasalahan pendidikan, seringkali tidak dapat 

terpikirkan secara utuh dan akurat oleh birokrasi pusat. 

                                                           
17 (Hanushek, 1979,1981) 
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Sebelum membahas lebih jauh, ada beberapa masalah mutu pendidikan yang 

diutarakan oleh Deming yang secara garis besar dikelompokkan menjadi dua hal yaitu: 

Berdasarkan hal-hal tersebut maka perlu adanya manajemen yang tepat untuk 

menangani hal-hal  tersebut. Berikut ini akan dibahas beberapa alternatif penanganan 

masalah pendidikan seperti yang telah dibahas diatas. 

Implementasi konsep mutu dalam sebuah organisasi memerlukan perubahan 

dalam filosofi yang ada di sekitar manajemen(Deming:1986). Deming mengusulkan 

empat belas butir pemikiran yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan mutu dan 

produktivitas suatu organisasi juga dalam bidang pendidikan. Keempat belas butir pemikiran 

tersebut adalah: ciptakan tujuan yang mantap demi perbaikan produk dan jasa; adopsi 

filosofi baru siswa berhak mendapatkan pembelajaran yang berkualitas; hentikan 

ketergantungan pada inspeksi masal; akhiri kebiasaan melakukan hubungan bisnis hanya 

berdasarkan biaya; perbaiki sistem produksi dan jasa secara konstan dan terus menerus; 

lembagakan metode pelatihan yang modern di tempat kerja; lembagakan kepemimpinan; 

hilangkan rasa takut; pecahkan hambatan di antara area staf; hilangkan slogan, nasihat, 

dan target untuk tenaga kerja; hilangkan kuota numerik; hilangkan hambatan terhadap 

kebanggaan diri atas  keberhasilan  kerja; lembagakan program pendidikan dan pelatihan 

yang kokoh; dan lakukan tindakan nyata/contoh nyata. 

C. Implementasi Aspek-Aspek Manajemen Mutu Terpadu  

1. Langkah-langkah Manajemen Mutu Terpadu  

Terdapat empat perspektif dalam pembangunan sektor pendidikan (Lahmuddin 

Lubis). Pertama, perspektif pemerataan pendidikan (equality of educational opportunity). 

Perspektif ini muncul pada awal tahun 1960-an dengan memandang pendidikan sebagai 

sarana untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat; dengan catatan bahwa 

kesempatan pendidikan yang semakin merata merupakan faktor yang dapat mewujudkan 
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kesejahteraan yang semakin merata pula. Kedua, perspektif pendidikan dan pencapaian 

kedudukan seseorang (education and status attainment). Perspektif ini mulai muncul pada 

akhir tahun 1960-an dan telah melakukan kajian pendidikan dalam kaitannya dengan 

peningkatan status dan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Pendekatan yang 

digunakan dalam perspektif ini adalah pendidikan dan ketenagakerjaan (manpower 

requirement approach) yang mengarahkan analisisnya pada keseimbangan antara 

persediaan  dan kebutuhan tenaga kerja terdidik dalam berbagai sektor ekonomi. Ketiga, 

perspektif  human capital. Perspektif ini lebih menekankan pada fungsi pendidikan dalam 

memacu pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan penguasaan keterampilan, 

keahlian, profesi, dan penguasaan keilmuan yang dapat menjadikan para pekerja menjadi 

lebih produktif. Salah satu model kajian dalam perspektif ini di antaranya adalah analisis 

tingkat balikan terhadap pendidikan (rate of return to education) yang mengarahkan 

perhatian pada produktivitas tenaga kerja serta pertumbuhan ekonomi. Keempat, 

perspektif pendidikan dan pengembangan sumberdaya manusia (education and human 

resources development). Perspektif ini muncul sejak mencuatnya isu pertumbuhan 

ekonomi yang cepat (economic miracle) di sejumlah negara wilayah Asia Timur sebagai 

akibat dari tumbuhnya ekonomi industri dan profesionalisasi. Dalam kaitan ini, pemikiran 

mengenai kualitas sumberdaya manusia dalam kaitannya dengan produktivitas industri 

dalam konteks persaingan dunia telah berkembang sejak disepakatinya WTO (world trade 

organization) dan mencuatnya isu persaingan global dan pasar bebas baik dalam lingkup 

regional maupun internasional.  

Perspektif ini tidak hanya memandang pendidikan berpengaruh terhadap 

pemerataan kesempatan belajar, status pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi, melainkan 

juga telah mencoba membalikkan logika. Menurut perspektif ini pendidikan berperan 

dalam menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas, yaitu manusia yang kreatif, 
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mandiri, mampu belajar terus menerus, serta inovatif, sehingga dapat menjadi pelaku 

utama pembangunan serta dapat menciptakan kesempatan kerja di berbagai sektor 

pembangunan, dalam rangka memacu pertumbuhan yang berkelanjutan (sustainable 

growth).18 

Usaha untuk mengoptimalkan peran lembaga pendidikan dilakukan dengan 

reorientasi penyelenggaraan pendidikan melalui manajemen berbasis sekolah/madrasah 

(MBS/MBM). Manajemen ini merupakan suatu sistem pengelolaan sumberdaya 

sekolah/madrasah secara serasi, mandiri, dan melibatkan stakeholder yang terkait dengan 

sekolah/madrasah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi 

kebutuhan mutu sekolah/madrasah atau mencapai tujuan mutu sekolah/madrasah dalam 

pendidikan nasional.19 

Dari empat perspektif di atas, peneliti menyimpulkan bahwa filosofis dan konsep 

manajemen mutu terpadu (total quality management) merupakan implikasi dari perspektif 

pendidikan dan pengembangan sumberdaya manusia. Oleh karena itu, relasi mutu, 

pendidikan, dan pengembangan sumberdaya manusia di era saat ini menjadi suatu 

keniscayaan.  

Lebih lanjut, manajemen mutu penyelenggaraan pendidikan di sekolah menurut 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) 

pasal 51 ayat (1) menyatakan pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan 

dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal 

dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah. Penegasan UUSPN ini diperkuat 

oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 pasal 49 ayat (1) menyatakan 

pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan 

                                                           
18Ibid. Lahmuddin Lubis dalam penjelasan matakuliah Perencanaan Strategi Pendidikan, Januari 2014.    
19Fachruddin, “Manajemen Pemberdayaan dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Islam,” dalam Mardianto (ed.), 
Administrasi Pendidikan, h. 40.  



38 

 

 

 

manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, 

partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.20  

Wujud dari amanat undang-undang dan peraturan pemerintah di atas adalah 

dengan ditetapkannya rencana strategis pendidikan Indonesia dengan mengacu kepada 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2010-2014) dan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN [2005-2025]). Dalam rentang tahun 

2005-2009 dikenal nomenklatur tiga pilar pendidikan, yaitu: 1) pemertaan dan perluasan 

akses pendidikan, 2) peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing keluaran pendidikan, 

dan 3) penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pendidikan. Selanjutnya, 

dalam tahun 2010-2014 dikenal  nomenklatur empat pilar pendidikan, yaitu: 1) 

ketersediaan (availability), 2) keterjangkauan (affordability), 3) kualitas pendidikan 

(quality), dan 4) penjaminan mutu pendidikan (assurance). 

Rencana strategis Kementerian Pendidikan Nasional  diatur dalam Permendiknas 

Nomor 2 Tahun 2010. Mengacu kapada Rencana Pembangunan Pendidikan Jangka 

Panjang 2005-2025, Kementerian Pendidikan Nasional membagi ke dalam empat periode 

Rencana Pembangunan Pendidikan Jangka Menengah. Pada tahun 2005-2009 fokus 

utamanya adalah peningkatan kapasitas dan modernisasi. Selanjutnya pada tahun 2010-

2015 fokus utamanya adalah penguatan pelayanan. Kemudian pada tahun 2015-2020 

fokus utamanya adalah penguatan daya saing regional. Pada tahun 2020-2025 fokus 

utamanya adalah penguatan daya saing internasional. Manajemen Peningkatan Mutu 

Berbasis Sekolah (MPMBS) merupakan model desentralisasi dalam bidang pendidikan, 

khususnya untuk pendidikan dasar dan menengah yang diyakini sebagai model yang akan 

mempermudah pencapaian tujuan pendidikan. Dalam konteks penyelenggaraan sekolah 

                                                           
20Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional  
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saat ini, konsep MPMBS dijadikan sebagai suatu kebijakan utnuk meningkatkan mutu 

pendidikan. Secara skematis MPMBS dapat digambarkan sebagai berikut. 

.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Skema Berpikir Kebijakan MPMBS di Indonesia21 

 

Apabila ditelusuri secara historis, MPMBS ini berasal dari pengembangan 

konsep sekolah efektif (effective school) yang intinya adalah melakukan perbaikan 

proses pendidikan. Orientasi manajemen dalam MPMBS dapat ditelusuri dari 

indikator: 1) lingkungan sekolah yang aman dan tertib, 2)  sekolah memiliki misi dan 

target mutu yang ingin dicapai, 3) sekolah memiliki kepemimpinan yang kuat, 4) 

adanya harapan yang tinggi dari personel sekolah untuk berprestasi, 5) adanya 

pengembangan staf sekolah yang terus menerus sesuai tuntutan IPTEK, 6) adanya 

pelaksanaan administrasi yang terus menerus terhadap berbagai aspek akademik dan 

administratif, dan pemanfaatan hasilnya untuk perbaikan mutu, dan 7) adanya 

komunikasi dan dukungan intensif dari orangtua peserta didik/masyarakat.22 

Sekolah dapat menjadi efektif dan sekaligus menjadi efisien. Sekolah efektif 

karena pencapaian hasil yang baik, sedangkan sekolah yang efisien adalah karena 

                                                           
21Ridwan Idris, “Pendekatan Pendidikan Berbasis Mutu,” dalam Lentera Pendidikan, vol. XII, h. 107.  

22Umaedi, Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, Buku 1: Konsep dan Pelaksanaan (Jakarta: Dirjen 

Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional, 2001), h. 11-24.  
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penggunaan sumberdaya yang hemat. Sekolah yang unggul adalah sekolah yang 

efektif dan efisien dengan menjanjikan lulusan yang terbaik, keunggulannya secara 

kompetitif dan komparatif. Keunggulan kompetitif dimiliki oleh lulusan sejenis dalam 

jurusan yang sama. Sedangkan keunggulan komparatif merupakan keunggulan lulusan 

berbeda dari satu sekolah dengan sekolah lain.23  

Kerangka kerja MPMBS meliputi: 1) sumber daya, 2) pertanggungjawaban, 3) 

kurikulum, dan 4) personel sekolah. Pertama, terkait dengan sumber daya, sekolah harus 

mempunyai fleksibilitas dalam mengatur semua sumber daya sesuai dengan kebutuhan 

setempat. Kedua, sekolah dituntut memiliki akuntabilitas yang baik kepada masyarakat 

maupun pemerintah. Hal ini merupakan perpaduan antara komitmen terhadap standar 

keberhasilan dan harapan/tuntutan orangtua/masyarakat.  

Selanjutnya ketiga, berdasarkan kurikulum standar yang telah ditentukan secara 

nasional, sekolah bertanggung jawab untuk proses rekrutmen dan pembinaan 

struktural staf sekolah. Sementara itu pembinaan profesional dalam rangka 

pembangunan kapasitas kepala sekolah dan pembinaan keterampilan guru termasuk 

staf kependidikan lainnya dilakukan secara terus menerus atas inisiatif sekolah.24 

Dalam konteks aplikasi manajemen peningkatan mutu pada lembaga pendidikan, 

ada beberapa langkah sebagai berikut. Pertama, membentuk tim pengembang institusi. 

Kedua, menyiapkan rencana strategis atau rencana pengembangan peningkatan mutu 

jangka panjang. Ketiga, melaksanakan manajemen pelatihan peningkatan mutu untuk 

mengubah cara pandang dan budaya mutu. Keempat, menyiapkan 

instrument/perangkat/teknik pencapaian mutu.25  

Paling tidak ada dua pendekatan tradisional terhadap jaminan mutu lembaga 

pendidikan, yaitu: akreditasi, dan jaminan kualitas keluaran. Akreditasi fokus terhadap 

                                                           
23Syafaruddin, Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan, h. 95.  
24Umaedi, Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, h. 24. 
25Goetsch dan Davis, Quality Management, h. 61.  
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input lembaga seperti prestasi peserta didik, fasilitas, dan sumberdaya fisik (seperti 

perpustakaan). Asumsi dasar pendekatan ini adalah jika kualitas masukan tinggi, hasil 

kualitas keluaran juga akan tinggi. Pendekatan ini menuntu penyediaan data terhadap 

sistem kelembagaan, jika sedikit maka sukar meramalkan apa yang terjadi. 

Ketidakpuasan atas fokus masukan mengarah kepada munculnya gerakan penilaian 

hasil yang menekankan pentingnya evaluasi, hasil pendidikan, seperti prestasi peserta 

didik, pendidikan lanjutan, dan peluang pekerjaan. Hal tersebut digambarkan dalam 

skema di bawah ini.26 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. 

Peningkatan Mutu Berkelanjutan 

Dalam operasionalnya, manajemen mutu terpadu melaksanakan langkah-langkah 

berikut. 

a) Improvisasi Berkelanjutan (continuous improvement) 

Improvisasi berkelanjutan mengandung arti bahwa pihak manajemen senantiasa 

melakukan berbagai improvisasi – perbaikan dan peningkatan – secara terus menerus 

untuk menjamin semua komponen produksi atau komponen penyelenggaraan 

pendidikan telah mendukung standar kualitas yang ditetapkan. Improvisasi ini juga 

berarti bahwa sekolah/madrasah senantiasa memperbarui proses berdasarkan 

perubahan kebutuhan dan tuntutan dari pelanggan – atau dalam hal ini adalah 

pengguna lulusan sekolah/madrasah. 

                                                           
26Syafaruddin et.al, Pendidikan dan  Pemberdayaan  Masyarakat, h. 45. 
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Jika tuntutan dan kebutuhan pelangga berubah, pihak manajemen madrasah akan 

dengan sendirinya merubah tujuan atau standar kualitas lulusan, termasuk juga 

memperbarui seluruh komponen produksi atau komponen transformasi pendidikan 

madrasah. Di sini pihak manajemen menetapkan strategi umum dan fundamental, 

sementara staf dan guru diberi keleluasaan untuk merancang cara-cara mencapai 

standar kualitas yang telah digariskan. Pendelegasian tugas, tanggung jawab, dan 

wewenang oleh pimpinan puncak sangat diperlukan; demikian pula unsur trust dari 

pimpinan kepada bawahan akan sangat membantu.27  

Para manajer yang berhasil membawa organisasinya mencapai efektivitas 

kebanyakan telah menerapkan konsep perbaikan mutu ke dalam konsep produk dan 

kepuasan pelanggan, serta lebih melibatkan semua kekuatan kerja, rancangan produk 

terbaik, pendekatan lebih kreatif dalam memecahkan masalah organisasi. Pada banyak 

organisasi atau lembaga pendidikan saat ini, masalah mutu adalah puncak dari 

segalanya dalam pencapaian kinerja jangka pendek, menengah, dan jangka panjang 

karena berkenaan dengan kelangsungan hidup dan keunggulan organisasi atau 

lembaga pendidikan.28  

b) Menentukan Standar-standar Kualitas 

Pihak manajemen madrasah yang menerapkan strategi pendekatan Manajemen 

Berbasis Sekolah/Madrasah dan mengembangkan manajemen mutu terpadu haruslah 

dapat menetapkan standar-standar kualitas dari semua komponen yang bekerja dalam 

proses produksi atau transformasi lulusan madrasah. Standar kualitas pendidikan atau 

pembelajaran madrasah misalnya berupa pemilikan atau akuisisi kemampuan dasar 

(basic competencies) pada masing-masing bidang pembelajaran, dan sesuai dengan 

jenjang pendidikan yang ditempuh. Selain itu pihak manajemen juga harus 

                                                           
27Hady, Manajemen Madrasah, h. 15.  
28Syafaruddin dan Nurmawati, Pengelolaan Pendidikan, h. 47.  
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menentukan standar kualitas materi kurikulum yang akan dijadikan sebagai alat untuk 

mencapai standar kemampuan dasar. Dalam konteks sekolah/madrasah, materi 

esensial haruslah mengandung sekurang-kurangnya tiga prinsip utama, yaitu: 1) 

berintikan sistem nilai Islam, 2) berbasis luas, dan 3) berbasis kompetensi dasar.29 

c) Perubahan Kultur 

Manajemen mutu terpadu bertujuan pula membentuk kultur organisasi yang 

menghargai kualitas dan menjadikan kualitas sebagai orientasi semua komponen 

organisasional. Jika manajemen ini diterapkan di sekolah/madrasah, pihak pimpinan 

harus berusaha membangun kesadaran para anggota sekolah/madrasah mulai dari 

pimpinan sendiri, staf, guru, peserta didik, dan berbagai unsur terkait, seperti yayasan, 

orangtua, dan para pengguna lulusan sekolah/madrasah akan pentingnya 

mempertahankan dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Perubahan kultur ke arah 

kultur kualitas dilakukan dengan menempuh cara-cara: perumusan keyakinan 

bersama, intervensi nilai-nilai keagamaan, yang dilanjutkan dengan perumusan visi 

dan misi organisasi sekolah/madrasah.30 

Sebagian kepala sekolah/madrasah secara aktif menangani perubahan, sebagai 

inisiator dan fasilitator peningkatan mutu berkelanjutan di sekolah/madrasah mereka. 

Kepala sekolah/madrasah berada dalam posisi tengah antara guru dan gagasan orang-

orang dari luar. Dengan demikian, peran kepala sekolah/madrasah sebagai penentu 

arah, agen perubahan, dan pelatih sumberdaya guru dan pegawai perlu dilaksanakan 

dengan sebaik-baiknya.31 

Budaya sekolah harus diubah oleh kepala sekolah/madrasah bersama dengan 

guru, orangtua, dan dewan sekolah. Perubahan adalah aksioma dalam kehidupan suatu 

organisasi. Suatu organisasi dituntut untuk mampu merespon perubahan secara kreatif 

                                                           
29Hady Manajemen Madrasah, h. 16.  
30Ibid., h. 18.  
31Syafaruddin, “Kebijakan Peningkatan Mutu Sekolah,” dalam Mardianto (ed.), Administrasi Pendidikan, h. 154.  
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dan proaktif. Dengan begitu, organisasi tersebut akan memiliki keseimbangan secara 

baik antara kemungkinan stabilitas dan stagnansi atau kemajuan (progress). Sikap 

antisipatif, kreatif, inovatif, dan proaktif perlu dimiliki oleh manajer dan personel 

organisasi pendidikan. Sikap itu pada hakikatnya merupakan tindakan merencanakan 

dan mengarahkan perubahan sesuai visi untuk masa depan yang lebih baik.32  

d) Perubahan Organisasi 

Jika visi dan misi serta tujuan organisasi sudah berubah atau mengalami 

perkembangan, maka sangat dimungkinkan terjadinya perubahan organisasi. 

Perubahan organisasi ini bukan berarti perubahan wadah organisasi, melainkan sistem 

atau struktur organisasi yang melambangkan hubungan-hubungan kerja dan 

kepengawasan dalam organisasi. Perubahan itu menyangkut perubahan kewenangan, 

tugas-tugas dan tanggung jawab.33 

e) Mempertahankan Hubungan dengan Pelanggan 

Karena organisasi madrasah menghendaki kepuasan pelanggan, maka perlunya 

mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan menjadi sangat penting. Dan inilah 

yang dikembangkan dalam unit public relation. Berbagai informasi antara organisasi 

madrasah dan pelanggan harus terus menerus dipertukarkan, agar sekolah/madrasah 

senantiasa dapat melakukan perubahan atau improvisasi yang diperlukan, terutama 

berdasarkan perubahan sifat dan pola tuntutan serta kebutuhan pelanggan. Dan yang 

perlu diperhatikan adalah bahwa dalam manajemen berbasis sekolah/madrasah, guru 

dan staf justru dipandang sebagai pelanggan dalam (internal costumers), sedangkan 

peserta didik – termasuk orangtua peserta didik dan masyarakat umum termasuk 

pelanggan eksternal. Maka, baik pelanggan internal dan pelanggan eksternal harus 

                                                           
32Syafaruddin, Manajemen Mutu Terpadu dalam Pendidikan , h. 23.  
33Hady Manajemen Madrasah, h. 19.  
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dapat terpuaskan melalui intervensi kreatif  pimpinan sekolah/madrasah.34 Sedangkan 

kepuasan mengindikasikan dukungan, keterlibatan, partisipasi, respons, dan 

pelaksanaan pokok-pokok dan fungsi secara formal dan maksimal.35 

   Valueistik lembaga pendidikan yang memiliki kesungguhan dalam komitmen 

mutu dicirikan sebagai berikut. Pertama, adanya komitmen kepada kebutuhan 

peningkatan mutu berkelanjutan. Kedua, mengidentifikasi siapa saja yang mereka 

layani dan apakah potensi serta kebutuhan  yang dilayani terhadap peserta didik. 

Ketiga, memasukkan kebutuhan pelanggan terhadap pernyataan misi universitas. 

Keempat, mengidentifikasi nilai fundamental yang akan mengarahkan tindakan. 

Kelima, mengembangkan visi berkaitan apa yang diinginkan lembaga pendidikan 

pada masa depan. Keenam, memiliki kepemimpinan yang kuat yang 

mengkomunikasikan visi, tujuan, nilai, dan misi lembaga berkelanjutan kepada 

manajemen lembaga pendidikan dan stakeholder.36  

Ketujuh, mengidentifikasi proses penting dalam bidang pengajaran, 

penelitian, dan pelayanan. Kedelapan, mengutamakan pelaksanaan aktivitas 

dengan misi dan nilai. Kesembilan, memberikan peluang pendidikan lanjutan bagi 

semua pegawai, baik kelompok yang mengerjakan proses harian maupun dalam 

pekerjaan yang berkaitan dengan keterampilan. Kesepuluh, menggunakan tim 

fungsional untuk meningkatkan proses dan ketergantungan atas pemeriksaan 

pencapaian kualitas. Kesebelas, mendorong pembuatan keputusan pada level 

rendah yang sesuai, menciptakan suatu sikap saling ketergantungan dan 

kerpercayaan keseluruhan institusi. Kedua belas, membuat keputusan atas dasar 

alokasi sumberdaya sesuai data. Ketiga belas, memandang masalah sebagai 

pembelajaran organisasi. Dan keempat belas, mengakui dan menghargai semua 

                                                           
34Ibid., h. 20.  
35Syafaruddin dan Nurmawati, Pengelolaan Pendidikan, h. 48.  
36Syafaruddin et.al, Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat, h. 50.  
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orang yang menekuni dan merasakan bekerja untuk meningkatkan kualitas.37 Keempat 

belas proses tersebut merupakan langkah, proses, pemikiran, dan cara menyikapi 

pentingnya komitmen kualitas pada setiap lembaga pendidikan. 

D. Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah yang Berorientasi Pada Mutu  

Membicarakan peranan kepemimpinan kepala sekolah telah ada berbagai teori atau 

pendekatan seperti: teori sifat, teori perilaku, dan kontingensi. Teori-teori tersebut pada 

prinsipnya mengungkapkan pendapat bagaimana seorang pemimpin berhasil menggerakan 

bawahan, yang ditinjau dari sudut pandangan mereka yang berbeda satu sama lain. Teori 

tersebut pada dasarnya sesuai dengan definisi kepemimpinan “is the ability to influence a 

group toward the achievement of goals” (Robbins and Judge, 2005).  

Memahami peranan kepemimpinan merupakan suatu pendekatan yang lebih banyak 

ditekankan pada sederetan tugas-tugas yang perlu dilaksanakan oleh setiap pemimpin. 

Dari banyaknya tugas yang menjadi tanggung jawab, pemimpin yang strategis selalu 

melakukan prioritas kerja untuk hasil yang maksimal bagi organisasinya. Individuals and 

teams enact strategic leadership when they think, act, and influence in ways that promote 

the sustainable competitive advantage of the organization (Hughes, R. L. dan Beatty, K. 

C., 2005). Pemimpin pendidikan dituntut untuk peka terhadap kondisi/ situasi personel 

yang ada di sekolah karena kepekaan ini sangat menentukan keberhasilan organisasi. 

Peranan kepemimpinan kepala sekolah sebagai aktor kunci dalam penumbuhan nilai 

Value di sekolah digambarkan sebagai berikut. 

Pada dasarnya setiap kepala sekolah telah memiliki standar ideal untuk menduduki 

posisi strategis tersebut. Dimana standar ini berdasarkan pada Permendiknas Nomor 13 

Tahun 2007 yang terdiri dari kualifikasi dan kompetensi. Kualifikasi dibagi menjadi dua, 

yaitu:  

                                                           
37Syafaruddin et.al., Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat, h. 51  
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Gambar 2.3. 

Peran Kepala Sekolah 

 

kualifikasi umum dan khusus. Kualifikasi umum pada semua jenjang pendidikan 

memiliki kriteria yang sama. Berikut bentuk kualifikasi umum kepala sekolah/ madrasah. 

Kualifikasi Umum Kepala Sekolah/Madrasah adalah sebagai berikut: 

1. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan 

atau non-kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi; 

2. Pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah berusia setinggi-tingginya 56 tahun; 

3. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenjang 

sekolah masing-masing, kecuali di Taman Kanak-kanak /Raudhatul Athfal (TK/RA) 

memiliki pengalaman mengajar sekurangkurangnya 3 (tiga) tahun di TK/RA; dan 

4. Memiliki pangkat serendah-rendahnya III/c bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan bagi 

non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga 

yang berwenang (Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007). 

Kualifikasi khusus pada masing-masing jenjang pendidikan berbeda sesuai 

dengan Valueistiknya. Sebagai contoh kualifikasi untuk kepala sekolah dasar sebagai 

berikut. Kualifikasi Khusus Kepala Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) 

adalah sebagai berikut: 1. Berstatus sebagai guru SD/MI; 2. Memiliki sertifikat 

pendidik sebagai guru SD/MI; dan 3. Memiliki sertifikat kepala SD/MI yang 

diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah (Permendiknas Nomor 13 Tahun 

2007). 

Kualifikasi (sesuai 

Permendiknas No.13 Th 2007) 

Kepala Sekolah 

Kompetensi (sesuai 

Permendiknas No.13 Th 2007) 

5 Peranan Kunci: 

Katalisator yang menggairahkan 

Motivator yang visioner 

Penghubung yang terkendali 

Pelaksana yang teguh 

Ahli yang bijaksana 

Implementasi 

Nilai Value 
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Sementara dalam sandar kompetensi kepala sekolah terdiri dari lima kompetensi, 

yaitu kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Modal kualifikasi 

dan kompetensi yang telah dimiliki, kepala sekolah dapat memaksimalkan lima 

peranan kunci sebagai pemimpin yang efektif dalam mengimplementasikan delapan 

belas nilai Value dalam pendidikan. Lima peran kunci tersebut adalah 

1. Peranan kepala sekolah sebagai katalisator yang menggairahkan 

2. Peranan kepala sekolah sebagai motivator yang visioner 

3. Peranan kepala sekolah sebagai penghubung yang terkendali 

4. Peranan kepala sekolah sebagai pelaksana yang teguh 

5. Peranan kepala sekolah sebagai ahli yang bijaksana38 

Peranan tersebut dapat berupa kegiatan pengelolaan lembaga pendidikan dan 

pengajaran. Implementasi pendidikan Value tentu memerlukan tantangan yang besar. 

Dimana tantangan ini dapat berasal dari dalam maupun luar sekolah. Dari dalam 

sekolah dapat dilihat dari budaya sekolah dan heterogenitas unsur-unsur personel 

sekolah. Tantangan dari luar sekolah dapat dilihat dari budaya asing yang begitu cepat 

merasuki jiwa peserta didik, mulai dari tontonan televisi, kebebasan akses internet, dan 

pergaulan sehari-hari dalam masyarakat. 

Tantangan yang dihadapi sekolah baik internal maupun eskternal dapat dikelola 

oleh kepala sekolah dengan menerapkan kelima peranan kunci tersebut. Dari kelima 

peranan kunci di atas, kepala sekolah dapat terlibat dalam memformulasikan 

perencanaan strategis sampai pada tingkat eksekutor di lapangan. Strategi 

kepemimpinan kepala sekolah yang efektif ini dapat mengoptimalkan penumbuhan ke 

delapan belas nilai Value dalam aktifitas sekolah setiap harinya.39 

E. Menumbuh kembangkan Nilai-Nilai Budaya Mutu  

                                                           
38 Hal. 34 
39 Syunu Trihantoyo, Peranan Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Menumbuhkan Nilai Value, Surabaya: 

Jurusan Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya  
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Pengembangan budaya mutu sekolah merupakan pengembangan yang dilakukan 

secara sistematik dengan dimulai dari perancangan melalui perumusan tujuan termasuk 

identifikasi spirit dan nilai-nilai yang dijadikan landasan, penetapan kebijakan, sosialisasi 

dan implementasi sampai dengan evaluasi terhadap implementasi serta dilakukan 

perbaikan sebagai follow up nya.  

Hal ini seperti apa yang telah dilakukan oleh Torrington & Weightman, dalam 

Preedy, dalam melakukan proses pengembangan budaya mutu sekolah yang dilakukan 

melalui tiga tataran, yaitu (1) pengembangan pada tataran spirit dan nilai-nilai; (2) 

pengembangan pada tataran teknis; dan (3) pengembangan pada tataran sosial. Pada 

tataran pertama, dengan cara mengidentifikasi berbagai spirit dan nilai-nilai kualitas 

kehidupan sekolah yang dianut sekolah. Pada tataran kedua, dengan cara mengem-bangan 

berbagai prosedur kerja manajemen (management work procedures), sarana manajemen 

(management toolkit), dan kebiasaan kerja (management work habits) berbasis sekolah 

yang betul-betul merefleksikan spirit dan nilai-nilai yang akan dibudayakan di sekolah. 

Sedangkan pada tataran ketiga, pengembangan tataran sosial dalam konteks 

pengembangan kultur sekolah adalah proses implementasi dan institusionalisasi sehingga 

menjadi sebagai suatu kebiasaan (work habits) di sekolah dan di luar sekolah. 40 

Dengan pengembangan budaya mutu yang dilakukan oleh sekolah unggul melalui 

tahap-tahap pengembangan tersebut di atas, maka perlu diuraikan gambaran: (1) 

bagaimana identifikasi spirit dan nilai-nilai yang telah dilakukan oleh sekolah unggul, 

yang dijadikan sebagai acuan atau dasar pengembangan budaya mutu sekolah unggul, dan 

(2) bagaimana cerminan atau wujud budaya mutu nampak pada: (a) visi dan misi sekolah, 

(b) struktur organisasi dan deskripsi tugas sekolah, (c) sistem dan prosedur kerja sekolah, 

(d) kebijakan dan aturan sekolah, (e) tata tertib sekolah, (f) penampilan fisik (fasilitas) 

                                                           
40 Preedy, Margareth. 1993. Managing The Effective School. London: Paul Chapman Publishing 
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sekolah, (g) suasana dan hubungan formal dan informal, sikap dan perilaku kepala 

sekolah, guru dan tenaga kependidikan lainnya, yang juga dapat dijadikan acuan dalam 

pengembangan budaya mutu sekolah.  

1. Identifikasi Spirit dan Nilai-Nilai Sebagai Sumberdaya Mutu Sekolah Unggul  

Spirit dan nilai-nilai yang dijadikan sebagai sumber budaya mutu pada sekolah 

unggul antara lain: (1) spirit dan nilai-nilai perjuangan, (2) spirit dan nilai-nilai ibadah, (3) 

spirit dan nilai-nilai amanah, (4) spirit dan nilai-nilai kebersamaan, (5) spirit dan nilai-

nilai disiplin, (6) spirit dan nilai-nilai profesionalisme, dan (7) spirit dan nilai-nilai 

menjaga eksistensi sekolah. Spirit dan nilai-nilai tersebut, dijadikan landasan dan sumber 

oleh sekolah ini yang tercermin dalam setiap kegiatan, dalam mengambil keputusan, sikap 

dan perilaku warga sekolah, pola-pola manajemen yang dilakukan, dan lain sebagainya. 

Spirit dan nilai-nilai budaya mutu mewarnai dan nampak dalam penyelenggaraan 

pendidikan di sekolah.  

Kalau dilihat dari konsep budaya, spirit dan nilai-nilai budaya mutu sekolah 

unggul tersebut di atas dapat dipahami dari sudut sumbernya. Spirit dan nilai-nilai budaya 

ini merupakan kualitas kehidupan sebuah sekolah/organisasi, sehingga Creemers dan 

Reynold menyimpulkan bahwa budaya organisasi adalah keseluruhan norma, nilai, 

keyakinan, dan asumsi yang dimiliki oleh anggota di dalam organisasi41. Spirit dan nilai-

nilai budaya mutu tersebut seiring dengan beberapa spirit dan nilai-nilai yang patut dianut 

sebuah organisasi, yang disarankan oleh Torrington & Weightman, dalam Preedy yang di 

antaranya adalah spirit dan nilai-nilai disiplin, spirit dan nilai-nilai tanggung jawab, spirit 

dan nilai-nilai kebersamaan, spirit dan nilai-nilai keterbukaan, spirit dan nilai-nilai 

                                                           
41Creemers dan Reynold (1993)  
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kejujuran, spirit dan nilai-nilai semangat hidup, spirit dan nilai-nilai sosial dan 

menghargai orang lain, serta persatuan dan kesatuan42. 

2. Wujud Budaya Mutu Sekolah Unggul  

Sebenarnya budaya organisasi tersebut muncul dalam dua dimensi, yaitu dimensi 

yang tidak tampak (intangiable) dan dimensi yang tampak (tangiable), sebagaimana yang 

dikemukakan Calldwell dan Spinks bahwa dimensi yang tidak tampak yaitu meliputi: 

spirit/nilai-nilai, keyakinan, dan ideologi dan dimensi yang tampak, meliputi: kalimat, 

baik tertulis maupun lisan yang digunakan, perilaku yang ditampilkan, bangunan, fasilitas, 

serta benda yang digunakan di sekolah43.  

a. Visi dan misi sekolah  

Visi dan misi sekolah unggul tercermin budaya mutu yang nampak pada: (1) 

kegiatan dan praktek-praktek, pembiasaan-pembiasaan, kegiatan-kegiatan ilimiah, 

pembiasaan bersikap dengan guru, orang tua, dan teman, (2) program kunjungan ke 

tempat-tempat bersejarah, musium, candi, ke instansi pemerintah (wali kota, DPRD); dan 

pementasan budaya-budaya Indonesia yang dikemas dengan metode project based 

learning (PBL), dan (3) penggunaan strategi pembelajaran antar kelas yang berbeda-beda: 

pembelajaran di luar kelas, pem-belajaran melalui pengamatan, praktek di laboratorium, 

pembelajaran dengan diskusi kelompok pembelajaran, menggunakan metode 

pembelajaran CTL, PBL, bilingual, pembelajaran berbasis ITC, dan lain sebagainya.  

Visi dan misi sekolah unggul nampak dijadikan sebagai pedoman dalam 

penyelenggaraan pendidikan. Visi dan misi sekolah dijadikan pedoman oleh setiap guru 

dalam melaksanakan pembelajaran di kelas maupun kegiatan-kegiatan sekolah lainnya, 

termasuk orang tua siswa dalam mengarahkan dan bimbingan di rumah. Karena visi dan 

misi sekolah ini dianggap sebagai salah satu budaya mutu sekolah yang merupakan 

                                                           
42 Weightman, dalam Preedy (1993) 
43 Calldwell dan Spinks (1993) 
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perpaduan nilai-nilai, keyakinan, asumsi, pemahaman, dan harapan-harapan yang diyakini 

oleh warga sekolah atau kelompok serta dijadikan sebagai pedoman bagi perilaku dan 

pemecahan masalah yang dihadapi44.  

Kalau dilihat dari segi keefektifan visi dan misi sekolah yang dapat mengarahkan 

semua warga sekolah dalam melaksanakan tugas-tugasnya di sekolah sehingga dapat 

menumbuhkan adanya interaksi yang dari semua warga sekolah untuk mencapai cita-cita 

yang terkandung dalam visi dan misi sekolah tersebut, hal ini sesuai apa yang 

dikemukakan De Roche, beberapa ciri budaya organisasi yang efektif antara lain: (1) 

adanya dukungan bagi interaksi social, (2) dukungan bagi kegiatan-kegiatan intelektual 

atau belajar, dan (3) komitmen yang kuat terhadap visi dan misi organisasi. 45 

 

 

b. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas  

Penyelenggaraan pendidikan di sekolah unggul dikelompokkan menjadi dua 

organ, yaitu (1) organ pengelola yang mempunyai tugas dan wewenang bersifat makro, 

yang meliputi rekrutmen tenaga, pengembangan makro sekolah, pembangunan 

gedung/pengadaan barang skala besar dan (2) sekolah sebagai organ pelaksana pendidikan 

yang mempunyai tugas dan wewenang yang bersifat mikro/operasional. Dengan demikian 

semua kebijakan operasional harus mengacu pada kebijakan makro yang telah ditetapkan 

oleh organ pengelola dan merupakan garis instruktif.  

Sekolah sebagai pelaksana operasional, dalam penyelenggaraannya dipimpin oleh 

seorang kepala sekolah yang dibantu oleh guru dan tenaga tata usaha. Pembagian tugas 

diantara kepala sekolah, guru, dan tenaga tata uhasa selalu dilakukan evaluasi 

keefektifannya, sehingga pola-pola manajemen yang dilakukan secara dinamis 

                                                           
44 (Hodge & Anthony, 1988) 
45 De Roche (1987) 
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disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan riil di sekolah. Garis instruktif kepala 

sekolah secara langsung kepada unsur akademik, unsur administratif, dan unsur penunjang 

dan garis koordinatif dengan BP3/komite sekolah/forum orang tua siswa. Sedang garis 

koordinatif diantara ketuga unsur tersebut dalam rangka keefektifan penyelenggaraan 

sekolah.  

Penyelenggaraan pendidikan sekolah unggul tersebut di atas dapat berjalan 

dengan baik, dikarenakan (1) adanya pembagian yang jelas dan tegas (tidak tumpang 

tindih), (2) adanya garis koordinasi dan garis instruksi yang jelas dan fungsional, (3) 

adanya pola-pola manajemen yang dilakukan secara dinamis disesuaikan dengan 

perkembangan dan kebutuhan riil di sekolah. Dengan penyelenggaraan yang didasari 

ketiga tersebut di atas, pelaksanakan tugas-tugas pendidikan di sekolah dapat 

dilaksanakan dengan efektif dan efisien. 

c. Sistem dan Prosedur Kerja  

Sistem dan prosedur kerja di sekolah unggul adalah: (1) sistem dan prosedur yang 

bersifat makro ditetapkan oleh organ pengelola sebagai pedoman umum pelaksanaan 

operasional di sekolah, meliputi: sistem dan prosedur rekrutmen tenaga baru, sistem 

pembinaan kepangkatan, ketentuan cuti, peraturan disiplin kepegawaian, sistem seleksi 

penerimaan siswa baru, penetapan kurikulum dan lain sebagainya yang bersifat makro, (2) 

sistem dan prosedur yang bersifat operasional ditetapkan oleh sekolah dalam rangka 

mempertegas, memperjelas, dan meng-konkritkan kebijakan makro, meliputi: sistem 

reward bagi siswa dan guru, upaya meningkatkan profesional dengan sistem pengumpulan 

media yang dibuat sendiri oleh guru, penyiapan rancangan pembelajaran dengan baik, 

melakukan pembinaan, pengiriman dan mengikutkan guru/pegawai dalam kegiatan 

pelatihan/diklat/ lokakarya baik yang diselenggarakan oleh organ pengelola sekolah 

maupun pihak luar, dan lain sebagainya.  
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d. Kebijakan dan Aturan Sekolah  

Kebijakan dan aturan sekolah unggul adalah sebagai strategi dalam mencapai 

tujuan sekolah yaitu dalam rangka peningkatan mutu dan keefektifan sekolah. Pembuatan 

kebijakan dan aturan sekolah dibuat dengan melibatkan semua unsur sekolah. Pembuatan 

kebijakan dan aturan sekolah tersebut dapat dikategorikan menjadi 3 yaitu: (1) pembuatan 

kebijakan dan aturan sekolah ditetapkan oleh pimpinan sekolah pada hal-hal yang sudah 

jelas dan memang menjadi kewenangan seorang kepala sekolah untuk mengambil suatu 

keputusan, dan meskipun terlebih dahulu meminta pendapat dari warga sekolah, (2) 

kebijakan yang bersifat krusial digodok melalui tim khusus yang diberi wewenang oleh 

sekolah kemudian dilakukan sosialisasi sebelum ditetapkan oleh sekolah, misalnya: 

masalah kedisiplinan, PBM, pelayanan kepada siswa, dan lain sebagainya dan (3) 

kebijakan dan aturan sekolah yang bersifat teknis, misalnya: peringatan hari besar 

nasional dan Islam, teknis layanan makan siang, kunjungan wisata dan lain sebagainya 

dapat muncul dari warga sekolah, sekolah mengkaji, menyetujui dan menetapkannya.  

Disamping hal tersebut di atas, kebijakan mengenai kebiasaan-kebiasaan dalam 

sehari-hari di bahas melalui kesepakatan semua warga sekolah. Hal ini dilakukan dibuat 

dalam rangka peningkatan mutu atau keefektifan sekolah, sebab dengan pelibatan dan 

partisipasi semua unsur sekolah (warga sekolah) akan tumbuh rasa memiliki dan menjadi 

milik bersama.  

Dengan demikian budaya mutu sekolah yang nampak dalam pengambilan suatu 

kebijakan sekolah adalah (1) mengarah pada peningkatan mutu dan keefektifan sekolah, 

(2) melibatkan semua warga sekolah sehingga menumbuhkan rasa memiliki yang tinggi 

karena terakomodirnya masukan-masukan, dan menjadi harapan semua staf, dan (3) 

keputusan melalui kesepakatan dan demokratis. Ketiga wujud budaya mutu sekolah 

tersebut, kalau dikaji lebih mendalam merupakan kriteria-kriteria yang digunakan sebagai 
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pedoman untuk melihat apakah sekolah itu efektif atau tidak, sekolah itu unggul atau tidak 

sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Danim (2006) tepatnya pada kriteria 7, 8, dan 

9, yang masing-masing kriteria tersebut adalah pembuatan keputusan secara demokratis 

dan akuntabilitas, menciptakan rasa aman, sifat saling menghormati, dan 

mengakomodasikan lingkungan secara efektif serta mempunyai harapan yang tinggi 

kepada semua staf.  

e. Tata Tertib Sekolah  

Tata tertib sekolah dapat dibagi menjadi dua, yaitu tata tertib untuk guru, 

pegawai, dan warga sekolah dan tata tertib sekolah khusus untuk siswa, yang mengatur 

akan keteraturan sekolah. Tata tertib sekolah berisi kewajiban yang harus dilaksanakan, 

larangan yang harus dihindari, dan sanksi yang akan diberikan bagi yang melanggar 

kewajiban dan melakukan larangan sekolah.  

Tata tertib sekolah unggul dirasakan sudah baik dan mapan, karena dirasakan 

tidak memberatkan, proses pembuatan melalui dibentuknya tim khusus atau melibatkan 

pihak-pihak warga sekolah yang tidak hanya pimpinan saja, tata tertib diterapkan tidak 

kaku dan bersifat reward. Disamping itu tata tertib yang dibuat tidak hanya mengatur 

ketentuan umum tetapi juga ada tata tertib yang mengatur ketentuan khusus. Budaya mutu 

tata tertib sekolah unggul dapat dilihat pada tabel berikut ini.  

Tabel 2.1. 

Tata Tertib Sekolah Unggul 

Tata Tertib Siswa Budaya Mutu Yang Nampak 

 

kewajiban yang harus dilaksanakan oleh 

siswa  

larangan yang harus dihindari oleh 

siswa  

sanksi yang akan diberikan kepada 

siswa bagi yang melanggar kewajiban 

dan melakukan larangan sekolah.  

kewajiban yang harus dilaksanakan oleh 

 

disusun oleh tim tertib (tim work yang 

solid)  

melibatkan warga sekolah, tidak hanya 

pimpinan saja  

diterapkan tidak kaku  

dirasakan tidak memberatkan  

mengedepankan reward dari pada 

hukuman  
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guru/pegawai  

larangan yang harus dihindari oleh 

guru/pegawai  

sanksi yang akan diberikan kepada 

guru/pegawai bagi yang melanggar 

kewajiban dan melakukan larangan 

sekolah.  

 

dapat diterima dan dirasakan dengan 

baik  

disusun oleh tim khusus (tim work 

yang solid)  

melibatkan warga sekolah, tidak hanya 

pimpinan saja  

diterapkan tidak kaku  

dirasakan tidak memberatkan  

sudah baik dan mapan  

dapat diterima dan dirasakan dengan 

baik  

 

 

f. Fasilitas Sekolah  

Fasilitas yang dimiliki oleh sekolah unggul adalah sarana dan prasarana atau 

fasilitas sekolah cukup lengkap dan memadahi untuk menunjang proses pembelajaran 

yang baik termasuk pemberian pengalaman belajar bagi siswa. Sarana prasarana dan 

fasilitas sekolah yang dimiliki antara lain: gedung yang representatif, ruang kelas yang 

luas dan representatif, laboratorium IPA, laboratorium bahasa, laboratorium komputer, 

pusat sumber belajar, perpustakaan sekolah, tempat ibadah sebagai pusat pengembangan 

dan pusat kegiatan ibadah siswa, halaman dan lapangan olah raga dan lain sebagainya.  

Dalam rangka optimalisasi dalam menunjang keefektifan pembelajaran usaha-

usaha yang dilakukan oleh sekolah adalah melakukan perawatan dan pemanfaatan fasilitas 

sekolah seefektif dan efisien mungkin, yang teknisnya diatur mekanisme pemakaian yang 

diatur oleh masing-masing koordinator laboratorium atau koordinator unit, sedang sekolah 

akan melakukan pemantauan, dan melakukan evaluasi keefektifan pemanfaatan fasilitas 

sekolah tersebut. 

Tabel 2.2. 

Fasilitas Sekolah dan Budaya Mutu Sekolah Unggul 

Fasilitas yang dimiliki Kondisi riil Budaya mutu yang nampak 



57 

 

 

 

 

gedung berlantai 3  

ruang kelas yang luas dan 

representatif  

laboratorium IPA  

laboratorium bahasa  

laboratorium komputer  

pusat sumber belajar  

perpustakaan sekolah  

tempat ibadah sebagai 

pusat pengembangan dan 

pusat kegiatan ibadah 

siswa  

halaman dan lapangan 

olah raga dan lain 

sebagainya.  

 

cukup lengkap dan 

memadahi untuk 

menunjang proses 

pembelajaran yang baik 

termasuk pemberian 

pengalaman belajar bagi 

siswa  

 

Usaha-usaha optimalisasi  

Usaha perawatan dan 

pemanfaatan fasilitas sekolah 

seefektif dan efisien mungkin  

adanya mekanisme pemakaian 

yang diatur oleh masing-

masing koordinator 

laboratorium atau koordinator 

unit  

pemantauan dan evaluasi 

keefektifan oleh sekolah.  

 

 

Dengan demikian budaya mutu yang nampak pada pemberdayaan fasilitas 

sekolah adalah adanya usaha-usaha optimalisasi, usaha perawatan dan pemanfaatan 

keefektifan dan efisiensi, adanya mekanisme pemakaian yang baik, dan adanya 

pemantauan dan evaluasi oleh pimpinan sekolah. Dengan budaya mutu tersebut 

keefektifan penyelenggaraan pendidikan di sekolah, misalnya siswa-siswa lebih nyaman 

belajar di sekolah, suasana belajar yang menyenangkan, memudahkan belajar dan 

mengerjakan tugas bagi siswa, dan lain sebagainya, dan oleh Lezotte (1983) sekolah ini 

dapat dikategorikan sebagai sekolah yang unggul. Dapat dikatakan sebagai sekolah yang 

unggul itu karena memiliki Valueistik-Valueistik, antara lain: lingkungan sekolah yang 

aman dan tertib, iklim serta harapan yang tinggi, kesempatan untuk belajar dan 

mengerjakan tugas bagi siswa, dan lain sebagainya.  

g. Suasana dan Hubungan Formal maupun Informal  

Suasana dan hubungan formal dan informal dibangun dalam rangka 

memperlancar dan memperkokoh komitmen dari semua warga sekolah, dan sekolah 

sangat memperhatikan hubungan tersebut dengan wali siswa. Suasana kondusif yang 

dibangun tersebut melalui: (a) adanya komunikasi pimpinan dengan guru/warga sekolah 
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dan melalui koordinasi yang kontinyu, (b) pemberian pengakuan bagi yang berprestasi 

oleh sekolah, (c) tidak diatur hubungan yang kaku tetapi saling menghormati dan akrab, 

dan (d) suasana yang dibangun oleh sekolah adalah suasana maju, kreatif, inovatif, 

berbuat yang terbaik, tuntutan kerja keras, koordinasi yang baik, mempunyai struktur 

kepegawaian yang jelas, hubungan antar individu dan antara bawahan pimpinan baik, 

serta perhatian secara individu siswa oleh guru; (3) meskipun demikian tetap diterapkan 

mekanisme yang jelas bagi warga sekolah yang melakukan pelanggaran sekolah. Budaya 

mutu sekolah unggul nampak pada suasana dan hubungan formal maupun informal.   

Tabel 2.3. 

Budaya Mutu Sekolah Unggul 

Suasana yang 

dibangun 

Budaya mutu yang nampak pada suasana dan hubungan 

formal dan informal 

Suasana dan hubungan 

formal dan hubungan 

informal dibangun 

dalam rangka 

memperlancar dan 

memperkokoh 

komitmen dari semua 

warga sekolah 

termasuk orang tua 

siswa  

 

komunikasi melalui koordinasi yang kontinyu  

pengakuan bagi yang berprestasi  

tidak diatur hubungan yang kaku  

saling menghormati  

akrab  

tidak takut  

anjang sana  

suasana maju, kreatif, inovatif  

berbuat yang terbaik  

tuntutan kerja keras  

koordinasi yang baik  

mempunyai struktur kepegawaian yang jelas  

hubungan antar individu dan antara bawahan pimpinan baik  

perhatian secara individu siswa oleh guru  

tetap diterapkan mekanisme yang jelas bagi warga sekolah 

yang melakukan pelanggaran sekolah.  

 

 

Wujud budaya mutu tersebut di atas, senada dengan apa yang dikatakan oleh 

Peter dan Waterman tentang nilai-nilai budaya yang secara konsisten dilaksanakan di 

sekolah yang baik dan sebagian indikator/elemen rumusan Depdiknas (2000) tentang 
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beberapa elemen budaya mutu sekolah46. Nilai-nilai budaya yang secara konsisten 

dilaksanakan di sekolah yang baik, oleh Peter dan Waterman adalah mutu dan pelayanan 

merupakan hal yang harus diutamakan, selalu berupaya menjadi yang terbaik, 

memberikan perhatian penuh pada hal-hal yang nampak kecil, tidak membuat jarak 

dengan klien, melakukan sesuatu sebaik mungkin, bekerja melalui orang (bukan sekedar 

bekerjasama atau memerintahnya), memacu inovasi, dan toleransi terhadap usaha yang 

berhasil47.  

F. Pengawasan Dan Pengendalian Mutu Terpadu 

1. Konsep Pengendalian Mutu 

  Pengendalian mutu   atau Quality Control dalam manajemen mutu merupakan 

suatu sistem kegiatan  teknis yang bersifat rutin yang dirancang  untuk mengukur dan 

menilai mutu produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan.  Pengendalian  

diperlukan dalam manajemen mutu utuk menjamin agar kegiatan sesuai dengan rencana 

yang telah ditetapkan, sehingga produk yang dihasilkan sesuai dengan harapan pelanggan. 

Tugas  pengendalian mutu dapat dilakukan dengan mengukur perbedaan seperti 

perencanaan, rancangan, menggunakan prosedur atau peralatan yang tepat, pemeriksaan, 

dan melakukan tindakan koreksi terhadap hal-hal ini menyimpang, diantara dalam hal 

produk, pelayanan, atau  proses, output dan standar yang sefesisik., oleh karena itu 

pengawasan mutu merupakan upaya untuk menajaga agar kegiagan yang yang dilakukan 

dapat berjalan sesuai rencana dan  mehasilkan output yang sesuai dengan standar yang 

telah ditetapkan, hal ini seperti dikemukakan oleh Amitava Mitra  :”quality control may 

generally be defined as a system that is used to maintain a desired level of quality in a 

product or service.”48  Tzvetelin Gueorguiev (2006) menyatakan Quality control – 

                                                           
46(Hanson, 1996)  
47 (Hanson, 1996) 
48 (2001:9) 
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processes are monitored to ensure that all quality requiremnents are being met and 

performance problems are solved.49  

Pandangan yang sama dikemukakan oleh Ishikawa (1995) yang menyatakan 

pengendalian mutu adalah pelaksanaan langkah-langkah yang telah direncanakan 

secara terkendali agar semuanya berlangsung sebagaimana mestinya, sehingga mutu 

produk yang direncakan dapat tercapai dan terjamin50.  

Definisi yang dikemukakan oleh  Ishikawa di atas merupakan pemikiran baru 

tentang quality control. Menurut pengertian di atas nampak bahwa pengendalian mutu 

itu mencakup keseluruhan proses atau kegiatan dalam memproduksi atau 

menghasilkan produk dan jasa yaitu sejak proses pengembangan produk baru sampai 

produk itu digunakan oleh pelanggan secara memuaskan. Dalam pengertian di atas 

tersirat pula bahwa pengendalian mutu itu dilakukan dengan orientasi pada kepuasan 

konsumen. Artinya keseluruhan proses yang diselenggarakan oleh perusahaan 

ditujukan pada pemenuhan kebutuhan konsumen.  

Sejalan dengan konsep pengendalian mutu di atas, pengendalian terhadap  mutu 

pendidikan memang menyangkut unsur input, proses dan output. Hal ini memang 

sejalan dengan konsep mutu pendidikan yang dilihat dari unsur input, proses dan 

output. Karena itu dalam melaksanakan pengendalian mutu pendidikan, maka 

pebngendalian difokuskan terhadap unsure input, proses dan output pendidikan. 

Kepala Sekolah dapat merencanakan dan melakukan pengendalian mutu pendidikan 

sejak inoput siswa masuk, kemudian dididik di sekolah hingga menjadi lulusan dari 

sekolah. Dengan demikian dalam melakukan pengendalian mutu hendaknya kepala 

sekolah atau pengawas melihat sekolah atau proses pendidikan sebagai suatu sistem.  

                                                           
49 Mitra,Amitava (2001) Fundamentals of Quality Control and Improvement Second Edition,Prentice Hall,Upper 

River,New Jersey. 
50Ishikawa (1995)  
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Dalam pengendalian mutu agar berjalan efektif  membutuhkan adanya 

perencanaan yang jelas, lengkap dan terintegrasi agar dapat dilaksanakan sistem 

pengawasan yang  efekti dan efisien. Perencanaan yang jelas, lengkap dan terintegrasi 

diperlukan agar para pimpinan seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah,  tata 

usaha, serta pimpinan unit lainnya dapat melaksanakan  dan mengendalikan kegiatan 

dengan baik. Selain itu  dalam pengendalian membutuhkan adanya struktur yang jelas, 

artinya siapa yang bertanggung jawab terhadap penyimpangan yang terjadi serta 

tindakan perbaikan apa yang perlu diberikan dan oleh siapan tindakan perbaikan itu 

dilakukan.  

Kegiatan pengendalian mutu mencakup metoda secara umum seperti 

pemeriksaan yang akurat terhadap data yang diperoleh dan diolah,  dan dengan 

menggunakan  prosedur yang standar dan  diakui.    Dilakukan untuk melakukan 

perhitungan terhadap pengeluaran-pengeluaran dalam proses  kegiatan, melakukan 

pengukuran, memperkirakan hal-hal yang tidak menentu, serta mengarsipkan berbagai 

informasi dan laporan-laporan.  Pengendalian mutu merupakan suatu kegiatan yang 

dapat memberikan jaminan terhadap produk yang dihasilkan dapat memenuhi harapan 

pelanggan. Dengan demikian banyak keuntungan yang diperoleh dari pengendalian in, 

baik bagi lembaga maupun, personil yang diawasi karena melalui pengawasan terjadi 

proses perbaikan kinerja, serta keuntungan  bagi pelanggan itu sendiri karena akan 

mendapat  produk yang bermutu. Secara lebih rinci  Amitava  Mitra (2001) 

mengemukakan beberapa keuntungan pengendalian mutu.  

1. And foremost is the improvement in the quality of products and services 

2. The system is continually evaluated and modified to meet the changing needs of 

the customer 
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3. A quality control system improves productivity, which is a goal of every 

organization. 

4. Such a system reduces cost in the long run 

5. With improved productivity, the lead time for production parts and subassemblies 

is reduced, which results in impropved delivery dates 

2. Tujuan dan Fungsi Pengendalian Mutu 

Pengendalian  merupakan alat organisasi, dilakukan untuk menghasilkan produk 

atau jasa yang bermutu sehingga  pelanggan maupun yang memproduksi merasa puas.  

menyatakan: Tujuan pengendalian adalah melakukan pengukuran dan perbaikan agar 

apa yang telah direncanakan dapat dicapai secara optimal51. Pandangan yang sama 

dikemukakan J.M.Juran (1988:166): yang menyatakan “tujuan utama pengendalian 

adalah meminimalkan kerusakan ini, dengan tidakan cepat untuk memulihkan status 

quo atau lebih baik lagi52.” 

Pengendalian mutu pada dasarnya merupakan suatu alat yang diperlukan dalam 

mencapai tujuan. Willian M.Lindsay (1997:5) menyatakan:Control, thefore, is doing 

whatever is needed to accompliss what we want to do as an organization.  Secara 

lebih rinci pengendalian mutu dirancang untuk: Provide routine and consistent check 

to ensure data integrity, correctness, and completeness; Identify and address errors 

and omissions; and document and and archive inventory material and record all QC 

activities.(dalam IPCC2007:) 

3. Proses Pengendalian Mutu                                               

Pengendalian tidak bisa dipisahkan dengan perencanaan. Pimpinan membuat 

rencana, dan rencana tersebut merupakan standar, artinya sejumlah kegiatan dapat 

dilakukan dan dapat diukur atau dinilai dengan membandingkan standar dengan 

                                                           
51 S.Sukmadinata (2006:52) 
52 J.M.Juran (1988:166) 
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kegiatan yang dilakukan. Sistem dan teknik-teknik pengendalian dapat dikembangkan 

dari perencanaan yang telah diibuat. Pada pengendalian merupakan suatu propses 

karena terdiri dari rangkaian kegiatan yang sistematis, J.M.Juran (1988:165)  

menyatakan pengendalian mutu sebagai proses manajemen yang didalamnya kita:1) 

mengevaluasi kinerja nyata, 2).membandingkan kinerja nyata dengan tujuan dan 3) 

mengambil tindakan terhadap perbedaan. Kegiatan pengendalian dilakukan untuk 

menjaga agar proses kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, sehingga tujuan bisa 

tercapai.Hal ini mengingat tidak selama perilaku personil atau berbagai peristiwa 

dapat mendukung sesuai dengan harapan atau rencana yang telah ditetapkan. 

Sedangkan menurut N.S.Sukmadinata (2006:52) proses pengendalian mutu 

meliputi:1) perencanaan, yaitu menyusun tujuan dan standar, 2). Pengukuran 

performansi nyata, 3). Membandingkan performansi hasil pengukuran dengan 

performansi standar, 4) memperbaiki performansi. Pendapat yang hampir sama juga 

dikemukakan oleh Boone and Kurtz (dalam Turney 1992:242) mengemukakan empat 

tahap pengendalian: 

a)   Establish performance standars based on organisational goals, 

b)   Monitor actual performance,  

c)   Compare actual performance with planned performance,  

d)  Take corrective action, if necessary. 

Memperhatikan langkah-langkah pengendalian mutu di atas, jadi pada dasarnya 

dalam setiap system pengendalian mutu mempunyai empat komponen, hal ini 

sebagaimana dikemukakan oleh Nana Syaodih Sukmadinata (2006) yaitu: 

1. alat pengamatan yang menditeksi, mengamati dan mengukur atau menguraikan 

kegiatan-kegiatan yang dikendalikan. 

2. alat penilai yang mengevaluasi unjuk kerja dari suatu kegiatan. 
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3. alat modiifikasi perilaku untuk mengubah unjuk kerja jika diperlukan 

4. alat untuk menyebarluaskan informasi. 

Keberhasilan kepala sekolah atau pentgawas dalam pelaksanaan pengendalian 

mutu, selain harus melakukannya secara sistematis, juga  ada beberapa pra kondisi 

yang harus diperhatikan dan dipenuhi oleh sekolah. Kondisi ini diwujudkan dalam 

bentuk sikap, komitmen dan pemikiran dari semua unsure yang terlibat dalam 

penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Menurut Nanang F  dan Ali  pra kondisi yang 

harus dipenuhi sekolah, antara lain: 

1. mengubah pola pikir sekolah sebagai unit produksi menjadi unit layanan jasa 

2. memfokuskan perhatian pada proses secara sistematik. 

3. menerapkan pola pemikiran/strattegi jangka panjang 

4. mempunyai komitmen yang kuat pada mutu 

5. mementingkan pengembangan sumber daya manusia.53 

Kepala sekolah atau pimpinan pendidikan lainnnya dalam melaksanakan 

pengendalian mutu dapat melakukan beberapa cara, salah satu cara yang banyak 

digunakan dalam pelaksanaan pengendalian mutu adalah model Certo (dalam Sofyan 

Syafri 2001)54 yang meliputi (1) pre control-Feedfowerd, yang control yang dilakukan 

sebelum pekerjaan dimulai, misalnya untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu 

hanya memilih guru-guru yang memiliki kompetensi yang baik. (2) Concurrent 

Contrtol, yaitu pengendalaian dilakukan sejalan dengan pelaksanaan pekerjaaan, dan 

(3) Feedback Control, yaitu mengadakan penilaian atau pengukuran, dan perbaikan 

setelah kegiatan dilakukan 

4. Sasaran Pengendalian Mutu Pendidikan 

                                                           
53 Nanang F  dan Ali 
54 Sofyan Safry (2001) Sistem Pengawasan Manajemen, Penerbit Quantum Jakarta. 
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Dalam tingkat operasional kelembagaan sekolah, sasaran pengendalian mutu 

ditujukan pada aspek input pendidikan, proses dan output atau hasil pendidikan. 

Menurut Djajuli55 substansi pengawasan pendidikan secara educative adalah: (a) 

pengawasan implementasi kurikulum, pengajaran, pemahaman guru terhadap 

kurikulum, penjabaran guru terhadap teknik penilaian, penjabaran dan penyesuaian 

kurikulum (b) pengawasan kegiatan belajar mengajar. Sedangkan menurut Syaodih 

(2006)56 bidang pengendalian ditujukan pada biding utama pendidikan, yaitu 

kurikulum, bimbingan siswa serta manajemen pendidikan. Bidang kurikulum 

berkaitan dengan perumusan tujuan pendidikan, bahan ajar, proses pengajaran, serta 

evaluasi, baik secara keseluruhan program pendidikan di sekolah maupun untuk 

setiaop bidang studi. Bidang bimbingan siswa berkaitan denngan program pembinaan 

siswa dan bimbingan dan konseling, sedangkan bidang manajemen berkaitan dengan 

upaya pengaturan dan pemanfaatan segala sumber daya dan dana pendidikan yang ada 

di sekolah. Bidang ini mencakup manajemen personil, siswa, sarana dan prasarana, 

fasilitas pendidikan biaya dan kerja sama dengana masyarakat atau pihak luar sekolah. 

Ketiga bidang ini mempunyai arah sasaran yang sama, yaitu perkembangan siswa 

secara optimal. 

G. Mutu Berbasis Value 

Mutu yang ingin dikembangkan melalui manajemen, dalam konteks kali ini akan 

disandarkan pada nilai-nilai/value. Nilai-nilai dalam hal ini mempunyai arti segala 

sesuatu yang baik atau yang buruk, dan lebih dari itu tentu nilai-nilai yang mampu 

menyokong perkembangan manusia ke arah yang lebih baik, jasmani dan rohani. 

Sehingga dalam hal ini, nilai-nilai (value) dapat disederhanakan sebagai sesuatu yang 

positif dan bermanfaat dalam kehidupan manusia dan harus dimiliki setiap manusia untuk 

dipandang dalam kehidupan bermasyarakat.  

                                                           
55 Nanang Fattah dan Mohammad Ali (2006) Manajemen Berbasis Sekolah, Penerbit Universitas Terbuka. 
56 Nana Syaodih (2006) Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah, Penerbit Refika Aditama, Bandung. 
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Secara umum, nilai-nilai itu diterjemahkan dalam tiga hal, yang antara lain logika, 

etika dan estetika. Mutu yang dikembangkan di dalam pendidikan disandarkan pada nilai-

nilai yang sudah tertanam di lingkungan lembaga pendidikan itu sendiri. Nilai-nilai yang 

sudah tertanam kuat di lingkungan tidak serta merta dibiarkan, melainkan dijadikan 

sebuah patokan untuk mengelola mutu pendidikan itu sendiri.  

Menurut Mardiatmadja (1986:105), nilai menunjuk pada sikap orang terhadap 

sesuatu hal yang baik. Pernyataan ini tentu sangat luas sekali pembahasannya, nilai bisa 

terselip dalam agama, budaya, komunikasi, pranata sosial, dan lain sebagainya. Akan 

tetapi, biasanya jika hal ini menyangkut pendidikan, maka nilai-nilai yang kuat tertanam 

adalah sebagai berikut: 

1. Nilai-nilai religius 

Religi tentu tidak hanya menyangkut hal lahiriah, melainkan juga tentang 

keseluruhan diri pribadi dan hubungannya dengan Tuhannya. Nilai-nilai ini 

menuntun manusia untuk selalu sesuai dengan tuntunan agama dan selalu berada di 

jalan yang sudah Tuhan tetapkan.  

2. Nilai-nilai moral 

Nilai-nilai moral menuntun manusia untuk dapat membedakan antara yang 

baik dan yang buruk. Dengan demikian, nilai-nilai moral memberikan panduan 

tentang apa yang harus dihindari, dan apa yang harus dikerjakan, sehingga tercipta 

suatu tatanan hubungan manusia dalam masyarakat yang dianggap baik, serasi dan 

bermanfaat bagi orang itu, masyarakat, lingkungan dan alam sekitar. 

3. Nilai-nilai sosial 

Nilai-nilai ini berkenaan dengan dengan masyarakat dan kepentingan umum. 

Nilai-nilai ini memberikan tuntunan bagi manusia untuk menyadari bahwa kehidupan 

berkelompok itu penting, ikatan kekeluargaan antara satu individu dengan individu 

lainnya adalah sesuatu yang urgen sifatnya. Bagaimana seseorang harus bersikap, 

bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah, dan menghadapi situasi tertentu 

juga termasuk dalam nilai sosial ini. 

Indonesia sendiri merupakan suatu negara dimana ia memiliki kondisi yang 

sangat beraneka ragam, banyak corak yang berbeda, dan bahkan saling bertentangan 

satu dengan yang lainnya. Barangkali di sinilah nilai-nilai sosial itu diperlukan, 

menjadikannya sebuah landasan atau patokan demi menciptakan sebuah tatanan 

masyarakat secara holistik yang harmoni dan seimbang.  

4. Nilai-nilai budaya 
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Dengan adanya budaya pada akhirnya memberikan sebuah masyarakat Value 

tersendiri. Budaya memberikan tanda yang berbeda, dan menjadikan masyarakat itu 

sendiri mempunyai ciri khas dan unik. Akan tetapi, budaya juga menyelipkan 

sesuatu, yang disebut dengan nilai-nilai itu tadi. Budaya, pada dasarnya adalah 

konsep dimana ia berusaha menghadirkan hal-hal positif dan diharapkan untuk selalu 

langgeng.  

Nilai-nilai budaya memang cenderung abstrak, akan tetapi hal demikian 

memberikan tuntunan bagi manusia untuk mengetahui ciri khas lingkungan dan 

tempat berasalnya. Mengusung kearifan lokal yang diwariskan oleh budaya yang 

sejak zaman dulu telah diwariskan oleh nenek moyang.  

Demikianlah, pengelolaan mutu pendidikan disandarkan pada value-value yang 

sudah ada di lingkungan pendidikan itu sendiri. Manajemen tidak membuang nilai-nilai 

secara serta merta, karena hal itu memang sudah ada dan mengakar kuat. Sehingga 

dengan demikian, nilai-nilai itu dijadikan patokan untuk mengembangkan pengelolaan 

mutu pendidikan.  

 

Pengertian Value menurut pusat Bahasa Depdiknas adalah “bawaan, hati, jiwa, 

kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen, watak. Adapun 

berValue adalah berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, dan berwatak. Value 

berasal dari bahasa Yunani yang berarti “to mark” atau menandai dan memfokuskan 

bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku, 

sehingga orang yang tidak jujur, kejam rakus dan perilaku jelek lainnya dikatakan orang 

berValue jelek. Sebaliknya, orang yang perilakunya sesuai dengan kaidah moral disebut 

dengan Value mulia. 

Dalam Islam, tidak ada disiplin ilmu yang terpisah dari etika-etika Islam. Sebagai 

usaha yang identik dengan ajaran agama, pendidikan Value dalam Islam 

memilikikeunikan dan perbedaan dengan pendidikan Value di dunia barat.perbedaan-

perbedaan tersebut mencakup penekanan terhadap prinsip-prinsip agama yang abadi, 

aturan dan hukum dalam memperkuat moralitas, perbedaan pemahaman tentang 
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kebenaran, penolakan terhadap otonomi moral sebagai tujuan pendidikan moral, dan 

penekanan pahala di akhirat sebagai motivasi perilaku bermoral. 

Inti dari perbedaan-perbedaan ini adalah keberadaan wahyu Ilahi sebagai sumber 

dan rambu-rambu pendidikan Value dalam Islam. Akibatnya, pendidikan Value dalam 

Islam lebih sering dilakukan dengan cara doktriner dan dogmatis, tidak secara demokratis 

dan logis. 

Implementasi pendidikan Value dalam Islam, tersimpul dalam Value pribadi 

Rosululloh SAW. Dalam pribadi rosululloh tersemai nilai-nilai akhlak yang mulia dan 

agung. Al Qur’an dalam Surah Al Ahzab ayat 21 mengatakan: 

“artinya: “Sesungguhnya telah ada pada (diri) rosululloh itu suri tauladan yang baik 

bagimu(yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari 

kiamat dan dia banyak menyebut Allah SWT.” 

 

Value atau akhlak memiliki peran pentingdalam kehidupan manusia. Menghadapi 

fenomena krisis moral, tuduhan seringkali diarahkan kepada dunia pendidikan sebagai 

penyebabnya. Hal ini dikarenakan pendidikan berada pada barisan terdepan dalam 

menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pembinaan Value dimulai dari 

individu, karena pada hakikatnya Value itu memang individual, meskipun ia dapat berlaku 

dalam konteks yang tidak individual. Karenanya pembinaan Value dimulai dari gerakan 

individual, yang kemudian diproyeksikan menyebar ke individu-individu lainnya. Lalu 

setelah jumlah individu tercerahkan secara Value menjadi banyak, maka dengan 

sendirinya akan mewarnai masyarakat. 

1. Konsep Pendidikan Value. 

Pendidikan Value memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral 

dan pendidikan akhlak. Tujuannya adalah membentuk pribadi anak, supaya menjadi 

manusia yang baik, warga masyarkat, dan warga Negara yang baik. Adapun criteria 

manusia, warga masyarakat, dan warga Negara yang baik. Adapun criteria manusia, warga 
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masyarakat, dan warga Negara yang baik bagi suatu masyarakat atau bangsa, secara 

umum adalah nilai-nilai social tertentu yang banyak dipengaruhi  oleh budaya masyarkat 

dan bangsanya.57 

Oleh karena itu hakikat pendidikan Value dalam konteks pendidikan di Indonesia 

adalah pendidikan nilai, yakni pendidikan nilai-nilai luhur yang bersumber dari budaya 

bangsa Indonesia sendiri, dalam rangka membina kepribadian generasi muda. 

Penyelenggaraan pendidikan Value di sekolah harus berpijak kepada nilai-nilai 

Value dasar, yang selanjutnya dikembangkan menjadi nilai-nilai yang lebih banyak atau 

lebih tinggi (bersifat relative) sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan lingkungan sekolah 

itu sendiri. 

2. Tahap-Tahap Pembentukan Value  

Pendidikan Value merupakan upaya-upaya yang dirancang dan dilaksanakan 

secara sistematis untuk membantu peserta didik memahami nilai-nilai perilaku manusia 

yang berhubungan dengan Tuhan yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, 

lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, dan perbuatan 

berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata karma, budaya, dan adat istiadat. Pada 

dasarnya setiap orang sudah memiliki potensi atau kemampuan yang ada sejak ia 

dilahirkan. Potensi-potensi itulah yang menjadi bekal untuk pembentukan Value dirinya. 

Sedangkan pembentukan Value selain didorong factor bawaan, tidak terlepas pula oleh 

factor lingkungn yang juga memiliki pengaruh cukup besar bagi pembentukan Value 

seseorang. 

Proses pembentukan Value atau kepribadian terdiri atas tiga taraf, yaitu pertama, 

pembiasaan. Tujuannya untuk membentuk aspek kejasmanian dari kepribadian, atau 

member kecakapan berbuat dan mengucapkan sesuatu (pengetahuan hafalan). Contohnya 

                                                           
57 Abudin, Nata. Pemikiran Para tokoh Pendidikan Islam: Seri kajian filsafat Pendidikan Islam. (Jakarta: PT. Raja 

grafindo Persada, 2000). H. 22 
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antara lain membiasakan puasa dan sholat. Kedua, pembentukan pengertian, sikap, dan 

minat. Setelah melakukan pembiasaan, selanjutnya seseorang diberi pengertian atau 

pengetahuan tentang amalan yang dikerjakan dan diucapkan. Ketiga, pembentukan 

kerohanianhan yang luhur. Pembentukan ini menanamkan kepercayaan yang ada pada 

rukun iman. Hasilnya seseorang akan lebih mendalami apa yang dilakukan atau 

diucapkan. Sehingga meningkatkan tanggung jawab terhadap setiap apa yang 

dikerjakan.58 

Pendidikan Value atau kepribadian memerlukan sebuah proses yang simultan dan 

berkesinambungan yang melibatkan aspek membelajarkan knowing the good (mengetahui 

hal yang baik), feeling the good (merasakan hal yang baik), desiring the good 

(merindukan kebaikan), loving the good (mencintai kebaikan) dan acting the good 

(melakukan kebaikan). Materi pendidikannya tidak terbatas pada hal-hal yang bersifat 

afektif, tetapi juga yang berkaitan dengan kognitif dan psikomotor.59  

a) Knowing the good 

Untuk membentuk Value, anak tidak hanya sekedar tahu mengenai hal-hal yang baik, 

namun mereka harus dapat memahami kenapa perlu melakukan hal itu. Selama ini 

mereka tahunya mana yang baik dan buruk, namun mereka tidak tahu alasannya. 

b) Feeling the good 

Konsep ini mencoba membangkitkan rasa cinta anak untuk melakukan perbuatan baik. 

Disini anak dilatih untuk merasakan efek dari perbuatan baik yang dia lakukan. Jika 

feeling the good sudah tertanam, itu akan menjadi “mesin” atau kekuatan luar biasa 

dari dalam diri seseorang untuk melakukan kebaikan atau menghindari perbuatan 

negative. 

c) Acting The Good 

                                                           
58 Ahmad D. Marimba. Pengantar Filsafat Pendidikan. Bandung: Al-Ma’arif. 1974. H. 81-88 
59 Margustam Siregar, Mencetak Pembelajar Menjadi Insan Paripurna: falsafah Pendidikan Islam. Yogyakarta: 

Nuha Litera. 2010. H. 126-127 
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Pada tahap ini, anak dilatih untuk berbuat mulia. Tanpa melakukan apa yang sudah 

diketahui atau dirasakan oleh seseorang, tidak akan ada artinya. Selama ini hanya 

himbauan saja. Padahal berbuat sesuatu yang baik itu harus dilatih, dan menjadi 

bagian dari kehidupan sehari-hari. 

Jadi ke tiga factor tersebut harus dilatih secara terus menerus hingga menjadi 

kebiasaan. Konsep yang dibangun, adalah habit of the mind, habit of the heart, dan habit 

of the hands. Value juga menjadi kunci utama sebuah bangsa untuk bisa maju. Indonesia 

yang kaya dengan sumber daya alam, tidak akan maju jika sumber daya manusia (SDM) 

tidak berValue, tidak jujur, tidak bertanggung jawab, tidak mandiri, serta tidak jujur.  

H. Sekolah Model 

1). Pengertian Sekolah Model 

Pertama kali madrasah ditemukan adalah berkenaan dengan upaya khalifah 

Abbasiyah Harun ar-Rasyid guna menyediakan fasilitas belajar ilmu kedokteran dan ilmu 

penopang lainnya di lingkungan klinik (bimaristain) yang dibangaun di bagdad. 

Kompleks ini dikenal dengan sebutan madrasah bagdad. Namun kelihatannya pemakaian 

istilah tersebut cenderung anatema, terutama kalau diperhatikan tidak adanya kelanjutan 

dari madrasah bagdad kecuali munculnya Baitul hikmah di masa Makmum. 

Munculnya madrasah berhubungan erat dengan standarisasi keilmuan, sedangkan 

di indonesia nama madrasah menjadi terkenal hanya pada awal abad ke-20, bersamaan 

dengan upaya mengadakan pemabaharuan dalam system pendidikan di kalangan umat 

islam. Sebelumnya pendidikan agama biasanya dilaksanakan di tempat-tempat seperti 

pondok, mesjid, surau dan rumah-rumah guru tanpa kurikulum yang pasti. Madrasah yang 

juga dikenal sebagai “sekolah arab”. 

Memperkenalkan pemakaian huruf latin, pengetahuan umum, kurikulum, system 

klasikal dan waktu belajar yang tertentu. Semenjak itu telah terjadi perubahan-perubahan 
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bahkan akan sulit pada sepertiga terakhir abad ke-20 ini untuk menemukan lembaga 

pendidikan tradisional tanpa didampingi madrasah.60
 

Madrasah Model dimaksudkan sebagai center for excellence yang dikembangkan 

lebih dari satu buah untuk tiap propinsi. Madrasah model diproseksikan sebagai wadah 

penampung putra-putra terbaik masing-masing daerah untuk dididik secara maksimal 

tanpa harus pergi ke daerah lain. Sebagaimana pada madrasah Unggulan, keberadaan 

Madrasah model juga dapat mencegah terjadinya eksodus SDM terbaik suatu daerah ke 

daerah lain disamping juga dapat menstimulir tumbuhnya persaingan sehat antar daerah 

dalam menyiapkan SDM mereka. Karena menjadi center for excellence anak-anak terbaik 

maka kesempatan belajar di kedua jenis madrasah ini haruslah melalui proses seleksi yang 

ketat dan dengan berbagai ketentuan lainnya. Sebagaimana Madrasah Unggulan, 

Madrasah Model juga diperkuat oleh majlis Madrasah yang memilki peran penting dalam 

membantu meningkatkan kualitas pembelajran di Madrasah Model.61 

2). Sistem Manajemen Madrasah Model 

Sejalan dengan amanat GBHN, undang-undang nomor 2 tahun 1998 tentang 

sistem pendidikan nasional pasal 3,5 dan 6 menyatakan bahwa pendidikan nasional 

berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupa dan 

martabat manusia dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Oleh karena itu, salah satu 

srtategis pendidikan dan pengembangan system manajemen pendidikan nasional, yakni 

dengan cara penyelenggaraan sekolah-sekolah unggul. Pada sekolah unggul, secara 

khusus peserta didik memilki kemampuan dan keceerdasan unggul baik dalam baik dari 

segi intelektual (gifted) maupun bakat khusus yang bersifat keterampilan (talented) akan 

dapat dipupuk dan dikembangkan secara optimal, sehingga menciptakan sumber manusia 

                                                           
60 Nasution, insklopedia Islam Indonesia (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah Djambatan,1992), hlm. 584 
61 Depag. Desain Pengembangan Madrasah.(Jakarta: Depag Agama RI, 2005) hlm,56 



73 

 

 

 

yang berkualitas dapat dicapai dalam waktu yang relative lebih cepat guna menyokong 

tercapainya pembangunan nasional.  

Adapun manajemen madrasah model dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a. Rekruitment peserta didik 

Peserta didik madrasah unggul memiliki persyaratan khusus yang berbeda sekolah 

biasa. Persyaratan-persyaratan tersebut dapat diidentifikasikan berdasarkan cirri-ciri 

keunggulan. Sering para ahli menyebutkan dengan istilah ciri-ciri keberbakatan, menurut 

Renzuli ada 3 kelompok ciri utama yaitu"kemampuan umum yang tergolong di atas rat-

rata (above average ability),kretivitas (creativity), peningkatan diri terhadap tugas(task 

comitment)". Berdasarkan cirri keunggulan diatas, rekrutmen peserta didik sekolah unggul 

perlu didasarkan pada kinerja keunggulan. Depdikbud (1994) telah memberikan pedoman 

bahwa masukan (input,intake) berupa peserta didik diseleksi secara ketat dengan 

menggunakan criteria sebagai berikut: 1) peserta didik superior dengan indicator angka 

raport, nilai Ujian Akhir Nasional (UAN) dan hasil prestasi akademik, 2) Skor psikotes 

yang meliputi intelegensi, kreativitas, emosional dan peningkatan diri terhadap tugas. 3) 

Hasil test fisik. Berdasarkan pedoman diatas, bagi sekolah unggul yang diselenggarakan 

perlu dilakukan tahapan seleksi sebagai berikut: 1) Achievement test, yang meliputi bidang 

studi yang di Ebtanaskan serta bidang agama islam agama islam, khusus bagi sekolah 

unggul yang bercirikan islam. 

2). Psikotes, untuk mengetahui potensi dasar peserta didik yang meliputi 

inteleqency Quetion, Emosional Quetion, Creativity Quetion, dan task Commitment. 3) 

Tes kesehatan, untuk mengetahui apakah calon peserta didik terbebas dari penyakit 

menular dan tidak memilki penyakit berat. 

b. Tenaga kependidikan 
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Moeljadi mengemukakan, tugasa guru adalah mengajar dalam arti memberikan 

pengetahuan dan meningkatkan kecerdasan, melatih dalam arti membekali keterampilan 

dan mendidik dalam arti memasyarakatkan sikap taqwa pada Tuhan yang Maha Esa" 

Tenaga kependidikan sekolah atau madrasah bermutu agak berbeda baik dari segi bidang 

tugas maupun persyaratan kualifikasinya. Tenaga kependidikan pada madrasah model 

sekurang-kurangnya terdiri dari: 1) Kepala sekolah, 2) Guru, tenaga bimbingan karir, 3) 

Pengembangan kurikulum,4) Pustakawan, 5) Laboran, peneliti dan pengembangan, 6) 

Pengawas (supervisor) dan 7) Teknisi sumber belajar. 

Bahkan bagi madrasah model yang ingin menekankan pada pembentukan 

integritas Value dan kepribadian peserta didik, perlu ditambah dengan pengelolahan 

asrama yang bertugas menggantikan fungsi dan peran orang tua. Tenaga kependidikan 

sekolah unggul diutamakan yang telah berpengalaman dan ditunjang adanya keunggulan 

dalam kemempuan intelektual, moral keimanan, ketaqwaan, disiplin,dan tanggung 

jawab.62 Secara rinci strategi pengembangan Madrsah Model seba 

 

                                                           
62 http://www.bsn.or.id/berita/detail_news.cfm?news_id=15 
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